BUFPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAMN BUPATI BELU
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84
Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daecrah,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat |l Dalam
Wilayah Daerah-dacrah Tingkat 1 Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
1938 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 1655):

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5h87T)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undung-({\
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Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan  Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6737);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6881});

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor |1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Belu Nomor 159 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara




.

10.

11.

12.

13.

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan vang dapat dikenai
Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yvang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bea Perolechan Hak atas Tanah dan Bangunan vang selanjutnya
disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan.

Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai
pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai
tanah.

Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis
vang terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang mempunyai satu NIR
yang sama, dan dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak
dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa
terikat pada batas blok.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat
PB.IT adalah Pajak yvang dibavarkan oleh konsumen akhir atas
konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual
dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.,

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau
minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik
secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui
pesanan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau
Minuman dengan dipungut bayaran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi vang dihasilkan oleh
suatu pembangkit tenaga listrik vang didistribusikan untuk
bermacam peralatan listrik.

JJasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat
dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum,
kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan
tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelavanan
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memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir,
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yvang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

14. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraan semua  jenis  tontonan, pertunjukan,
permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau  keramaian
untuk dinikmati.

15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum
terhadap sesuatu.

16. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

17. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan
di bawah permukaan tanah.

18. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak
atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

19. Nilai Perolehan Air tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai
Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah, yang
besarnya adalah perkalian antara volume air yang diambil dan/atau
dimanfaatkan dikalikan Harga Dasar Air.

20. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB
adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di
dalam peraturan perundang- undangan di bidang mineral dan batu
bara;

21. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang sclanjutnya

disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam
dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

<Z. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu
collocalia fuchliap haga, collacolin maxina, collocalia esculanta, dan
collocalia lnchi.

23. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

24. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah
Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

£5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yvang selanjutnya disingkai
BBNKB adalah Pajak atas penyverahan hak milik kendaraan bermaotor /
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sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau
keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan,
atau pemasukan ke dalam badan usaha.

26. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.

27. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya discbut Opsen PKB
adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut
Opsen BENKB adalah Opsen vang di kenakan oleh Kabupaten/Kota
atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 35. Surat Pemberitahuan Objek Pajak vang selanjuinya
disingkat SPOP adalah sural vang digunakan oleh Wajib Pajak untuk

melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai denpan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

29. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yvang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah nomor vang diberikan kepada Wajib Pajek sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagail tanda
pengenal dirt atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

30. Nomor Objek Pajak Daerah yang sclanjutnya disingkat NOPD adalah
nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan dengan ketentuan tertentu.

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah yvang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak
yang terutang.

32. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

33. Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau
bukan objek Pajak, dan/fatau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

34. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnyva disingkat SPPT

adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 1
vang terutang kepada Wajib Pajak.




35

36.

7.

8.

39.

40,

41.

42,

43,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan
pembayvaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
Pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLEB adalah surat ketetapan Pajak yvang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Pajak karcena jumlah kredit Pajak lebih besar
daripada Pajak yang terutang atau scharusnya tidak terutang,

Sural Kelelapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah sural ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak
sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit Pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak
melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual
barang yang telah disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak
yang dilaksanakan oleh juru sita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa
menunggu tanggal jatuh tempe pembayaran yang meliputi seluruh
utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
Pemeriksaan Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah
serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektil dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan,/ atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Pemeriksa Pajak yvang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yangi
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ditunjuk oleh Kepala Daerah, yang diberi tugas, wewenang, dan
tanggung jawab untuk melaksanakan Pemernksaan.

44. Surat Perintah Pemenksaan yang selanjutnya disingkat S5P2 adalah
surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pertauran perundang-
undangan perpajakan.

45. Peneliian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain vang
dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya serla kesesuaian antara
surat pemberitahuan dengan SSPD.

46. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat
alau ruangan tericntu serta barang berperak dan/atau tidak bergerak
yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat
untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk Data Yang
Dikelola Secara Elektronik dan benda-benda lain.

47. Utang Pajak adalah Pajak vang masih harus dibayar termasuk sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum
dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan
peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.

48. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Pendapatan Daerah untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang
Pajalk.

49. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak.

30. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
vang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

51. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

52. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

53. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang /
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54.

55.

5.

a7.

58,

59,

60,

al.

62,
63,

64,

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan alas kegialan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan /menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinar,.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan  perundang-undangan  diwajibkan  untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungul retribusi tertentu.

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah vang sclanjutnva disingkat SKRD
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok Retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yvang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi
lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Surat Setoran Retribusi Daerah, vang dapat disingkat SSRD, adalah
surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran Retribusi vang terutang ke Kas Daerah
atau ke tempat pembayaran lain vang ditetapkan oleh Bupati.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Badan Layanan Umum Daerah vang selanjutnya disingkat BLUD,
adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan
dacrah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai [leksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
Tahun Pajak adalah jangka waktu yvang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender.

Daerah adalah Kabupaten Belu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Bupati adalah Bupati Belu. /




Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. besaran nilai perolehan Air Tanah sebagai dasar pengenaan PAT
b. tata cara pemungutan Pajak;
C. tata cara pemungutan Retribusi: dan

d. pemanfaatan hasil penerimaan Retribusi,

BAB Il
BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN
PAT
‘msal 3
{1} Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
(2) Nilai perolehan Air Tanah schagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air
Tanah.

(3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan
pengendalian sumber daya Air Tanah sebesar Rpl.300,00 {seribu tiga
ratus rupiah) per meter kubik.

{(4) Bobot Air Tanah dinvatakan dalam koefisien vang didasarkan atas faktor:
A. jenis sumber air
b. lokasi sumber air:
€. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
€. kualitas air; dan
[. tingkat kerusakan lingkungan vang diakibatkan oleh pengambilan

dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 4
(1) Koefisien bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)
dikelompokan atas komponen dan bobot dengan klasifikasi meliputi:
a. komponen sumber daya alam, bobot 60% (enam puluh persen); dan
b. komponen peruntukan dan pengelolaan, bobot 40% {empat puluh
persen).
(2) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi faktor:

a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air; dan




(3)

(1)

(£)

(3]

(1)

c. kualitas air.

Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi faktor:

a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

b. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan

c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan

dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 5

Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan berdasarkan

kriteria:

a. ada sumber air alternatifi atau

b. Tidak ada sumber air alternatil.

Faktor kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2} huruf c

ditentukan berdasarkan kriteria:

a. kualitas air tanah baik; atau

b, kualitas air tanah tidak baik,

Faktor jenis sumber air dan faktor lokasi sumber air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan faktor kualitas air sebagaimana dimaksud

pada ayat (2| diformulasikan menjadi 4 (empat) kriteria komponen

sumber daya alam dengan peringkat dan bobol meliputi:

a. air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatil dengan peringkat 4
(empat] dan bobot 16 (enam belas);

b. air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatil dengan
peringkat 3 (tiga] dan bobot 9 (sembilan);

¢. air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air altermatif dengan
peringkat 2 (dua) dan bobot 4 (empat); dan

d. air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif dengan
peringkat 1 (satu) dan bobot 1 [satu).

Pasal 6

Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (3) diklasifikasi menurut kelompok pengguna air tanah
terdiri dari:

a. kelompok I merupakan pengguna air tanah yang memanfaatkan air
tanah untuk pengusahaan produk berupa air meliputi:

1. pemasock air baku/pengisian mobil tangki; /
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2. industri air minum dalam kemasan:

3. perusahaan air minum:

4. pabrik es kristal; dan

5. pabrik minuman olahan.

b. kelompok Il merupakan pengguna air tanah yang memanfaatkan air
tanah untuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk
membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah
besar, meliputi:

1.
2.

3.

4
o
6
4

industri tekstil;
pabrik makanan olahan:

hotel bintang 3 atau lebih;

. pabrik kimia;
. argo industri;
. industri farmasi; dan

. Industri pertambangan.

c. kelompok Il merupakan pengguna air tanah yang memanfaatkan air
tanah wuntuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk

membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah
sedang, meliputi:

L
2.

o,

hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
usaha persewaan jasa kantor:

apartemen;

. mall/pusat perbelanjaan;

. pabrik es skala kecil:

perumahan;

industri pengolahan logam;

. industri elektronik kelistrikan;

industri perikinan;

10. industri peternakan;

11. bandara;

12, pelabuhan;

13. industri semen /beton cor; dan

14, lapangan golf/kolam renang/wahana hiburan/pusat kebugaran/

sarana olahraga lainnya. X
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d. kelompok IV merupakan pengguna air tanah yang memanfaatkan air
tanah untuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk
membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah
kecil, meliputi:

1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/kos-kosan;
2. tempat hiburan;

3.  restoran;

4. pgudang pendingin;

night club/bar/pub/karoke/bioskop/supermarket/swalayan;

Sl

ruang pertemuan;

7. pembuatan batako/tegel/genteng;
8. penjualan tanaman hias;

9, laundry;

10. pabrik mesin elektronik; dan

11. pencucian kendaraan bermotor,

e. kelompok V merupakan pengguna air tanah yang memanfaatkan air
tanah untuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang
kebutuhan pokok, meliputi:

1. usaha kecil skala rumah tangga;
2. rumah makan: dan

3. laboratorium frumah sakit.

12} Komponen peruntukan dan pengelolaan memiliki nilai yang dihitung
secara  progresil berdasarkan volume air yang diambil dan/atau
dimanfaatkan setiap kelompok pengguna air tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufl a sampai dengan hurul ¢ dengan
klasifikasi meliputi:

a. Kelompok 1 dengan volume air:

1. 0 m3 sampai dengan 50 meter kubik, nilai 9;
2. 51 m3 sampai dengan 500 meter kubik, nilai 13,5;
3. 501 m3 sampai dengan 1.000 meter kubik, nilai 20,25,
4. 1001 m3 sampai dengan 2.500 meter kubik nilai 30,38; dan
5. lebih dari 2.500 meter kubik, nilai 45,56.
b. Kelompok 2 dengan volume air:
1. 0 m3 sampai dengan 50 meter kubik, nilai 7;
2. 51 m3 sampai dengan 500 meter kubik, nilai ‘H].S'.‘

12
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. 501 m3 sampai dengan 1.000 meter kubik, nilai 15,75;

&

. 1001 ma sampai dengan 2.500 meter kubik nilai 23,63; dan

o

. lebih dari 2.500 meter kubik, nilai 35,44,
c. Kelompok 3 dengan velume air:
1. 0 m3 sampai dengan 50 meter kubik, nilai 5;
2, 5] m3 sampai dengan 500 meter labik, nilai 7,5;
3. 501 m3 sampai dengan 1.000 meter kubik, nilai 11,25;
4. 1001 m3 sampai dengan 2.500 meter kubik nilai 16,88; dan
5. lebih dari 2.500 meter kubik, nilai 25,31,
d. Kelompok 4 dengan volume air:
1. 0 md sampai dengan 50 meter kubik, nilai 3;
2. 51 m3 sampai dengan 500 meter kubik, nilai 4,5:
3. 501 m3 sampai dengan 1.000 meter kubik, nilai 6,75:
4. 1001 m3 sampai dengan 2.500 meter kubik nilai 10,13; dan

&

. lebih dari 2.500 meter kubik, nilai 15,19.
e, Kelompok 5 dengan volume air:

1. 0 m3 sampai dengan 50 meter kubik, nilai 1;
2. 51 m3 sampai dengan 500 meter kubik, nilai 1,5;
3. 501 m3 sampai dengan 1.000 meter kubik, nilai 2,25:
4. 1001 m3 sampai dengan 2.500 meter kubik nilai 3,38; dan
3. lebih dari 2.500 meter kubik, nilai 5,06.

(3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf
¢ dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen
peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 7

Besarnya nilai perolchan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2] tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB II1
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesalu
Limum
Paragraf 1
Jenis Pajak yvang Dipungut
Pasal 8
(1) Jenis Pajak yang dipungut di Daerah meliputi:
a. BPHTE;
b. PBJT atas:
1. makanan dan/atau minuman;
2. tenaga listrik;
3. jasa perhotelan;
4. jasa parkir; dan
5. jasa kesenian dan hiburan;
¢, Pajak Reklame;
d. PAT;
¢. Pajak MBLB;
[. Pajak Sarang Burung Walet;
g. Opsen PKB; dan
h. Opsen BBNKB.

{2} Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf
g dan huruf h dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

{3} Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf
e dan hurufl [, dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib
Pajak.

Pasal 9
Pengaturan mengenai tata cara pemungutan Pajak meliputi:
a. pendaltaran dan pendataan pajak;
b. tata cara penctapan besaran Pajak terutang;
¢. penctapan besaran Pajak terutang;

d. pembayaran dan penyetoran; /(
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e. penelitian S5PD BPHTEH;

f. pembukuan;

E. pelaporan;

h. pemeriksaan Pajak;

i. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak;
j- penagihan Pajak;

k. kedaluwarsa penagihan Pajak;

l. tata cara penghapusan piutang Pajak;

m. keberatan Pajak dan banding;

n. gugatan Pajak;

o. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan
pembayaran  atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya;

p. tata cara pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak;
q. lata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
r. Opsen; dan

s. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data.

Paragrafl 2
Masa Pajak
Pasal 10

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan
telah memenuhi syarat subjektil dan objektil atas suatu Jenis Pajak
dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun
Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan mengenai perpajakan Daerah,

(2] Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1) merupakan jangka
wakiu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak uniuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi
dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak
yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyelor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak scbagaimana
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bul
kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender. XI
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Pasal 11

(1} Masa Pajak untuk Pajak BPHTB adalah 20 (iga puluh) hari terhitung
dari tanggal pembukaan bukti Pajak.

12) Masa Pajak untuk PBJT adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung dari
tanggal SPTPD,

(3} Masa Pajak untuk Pajak MBLB adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung dari
tanggal pembukaan bukti Pajak.

(4) Masa Pajak untuk Pajak Sarang Burung Walet adalah 30 {tiga puluh)
hari terhitung dari tanggal pembukaan bukii Pajak.

Pasal 12

Dalam hal masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 jatuh tempo
pada:

a. hari sabtu dan hari minggu;
b. hari libur nasional:
€. pelaksanaan cuti bersama: atau

d. libur tentatil vang ditetapkan oleh pemerintah atau Bupati, maka jatuh
tempo masa Pajak adalah hari kerja berikutnya.

Pasal 13

(1} Setiap Wajib Pajak wajib memperhatikan masa Pajak yang ditetapkan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk menghitung, menyetor,
dan melaporkan Pajak yang terutang,

(2) Wajib Pajak yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan mengenai perpajakan Daerah.

Paragrafl 3
Bagian Kesatu
Tahun Pajak

Pasal 14

({1} Tahun Pajak sama dengan tahun kalender.

(2) Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyebutan
Tahun Pajak menggunakan tahun vang di dalamnya termasuk 6 (enamj]

bulan pertama atau lebih.
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Pasal 15

(1) Setiap Wajib Pajak wajib memperhatikan Tahun Pajak dan Bagian Tahun
Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk
menghitung, menyctor, dan melaporkan Pajak yang terutang,

(2) Wajib Pajak vang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan mengenai perpajakan Daerah.

Bagian Kedua
Pendaftaran Dan Pendataan Pajak
Pasal 16

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB dan Opsen
BBNKB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan sural pendaftaran
ohjek Pajak.

(2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak
Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Wajib pajak yang telah melakukan pendaftaran akan diberikan satu
NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

(4] Sclain diberikan NFWPD scbagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat
yang ditunjuk dapat menerbitkan NOPD atau jenis penomoran lain yang
dipersamakan untuk jenis Pajak vang memerlukan pendaftaran objek
Pajak.

(5) NFWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi
dihubungkan dengan nomor induk kependudukan,

{6) NFWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan
dengan nomor induk berusaha,

{7) dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu
Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah.

(8] Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (2) tidak
mendaftarkan diri, Bupati atau Pcjabat yang ditunjuk secara Jabatan
menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh
Daerah.

Paszal 17

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab melakukan pendataan

Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan
menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk /




informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan
Daerah.
Pasgal 18

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau
penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis
penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar
permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi,
NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] tidak
diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan
Waijib Pajak dianggap disetujui.

(4) Penonaktilan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD,
dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau
atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding,
gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 19

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menelapkan  Pajak  terutang
berdasarkan surat pendafltaran objek Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaltaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 avat (1), Bupati atau Pejabat yvang ditunjuk
dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas

Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yvang diperoleh atau
dimiliki oleh Daerah.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata
jumiah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung
berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat vang

ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD
atau dokumen lain vang dipersamakan.

18
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(4) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), avat (2), dan ayat
(3] ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

(0) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa
dikenakan sanksi administratil.

(6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 jdua
belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan
Bermotor.

(7) Untuk Opsen PKB, yang karena keadaan kahar (force majeur] sehingga
kepemilikan danfatau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas)
bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak vang sudah dibayar untuk
porsi jangka waktu yang belum dilalai.

(8} Ketentuan mengenai bentuk dan format SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran
Pasal 20
(1} Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyctoran Pajak yang
lerutang dengan menggunakan SSPD.

(#) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elekironik.

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia,
pembayaran atau penyetoran Pajak dapal dilakukan melalui pembayaran
tunai,

(5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyctoran Pajak
lerutang untuk jenis Pajak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2]
yakni 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan

(6] Bupati menctapkan jangka wakiu pembayaran atau penyetoran Pajak
terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada
waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6], Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per
bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor,
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empai) /




bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih
dengan menggunakan STPD.

i8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek
Pajak.

(9] Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual
beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak
mengajukan permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran
BPHTE: atau

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran
kekurangan dimaksud.

(10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat
penandatanganan akta jual beli.

(11} Ketentuan mengenai bentuk dan format SSPD scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 11l yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(12} Ketentuan mengenai bentuk dan format STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yvang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek
BPHTB, Bupati dapat menerbitkan sural keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kelima
Penelitian SSPD BPHTB
Pasal 23
{1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:

a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan
NOPD yang tercantum:

1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
2. pada basis daia PBB-P2;

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam

85PD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data
PBB-P2;




€. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan
dalam SSPD BPHTE dengan NJOP Banpunan per meter persegi pada
basis data PBB P2;

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek
pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek
pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;

e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya
pengurangan yang dihitung sendiri; dan

. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari
pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi
masyarakat berpenghasilan rendah.

(2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
melipuli perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

(3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan
rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f vaitu untuk
kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan
oleh Bupati.

(4) Kriteria tertentu scbagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan
dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan
rumah bagi masyarakal berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri
yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat.

(5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara
lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.

(6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak vang disetorkan lebih kecil dari
jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan
terscbut.

Bagian Keenam
Pembukuan
Pasal 23

(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara
elektronik dan/atau non-elcktronik, dengan ketentuan:

a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha
paling sedikit Rp4.800.000.000,00 {empat miliar delapan ratus juta
rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha
kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan a

Lau
pencatatan. /[
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Pembukuan atau pencatatan  harus  diselenggarakan dengan
memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan
usaha yang sebenarnya.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
berpedoman pada  ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan pembukuan.

Pencatatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit
memual data percdaran usaha atau data penjualan beserta bukti
pendukungnya agar dapal digunakan untuk menghitung besaran Pajak
yang terutang.

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan
yvang dikelola secara eclekironik atau secara program aplikasi online
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan sclama 5 (lima)
tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempai tinggal Wajib Pajak
orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Ketujuh
FPelaporan
Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD
Pasal 24

Wajib Pajak untuk jenis Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak
Sarang Burung Walet wajib menghitung, mengisi dan melaporkan sendiri
suluruh Pajak terutang yvang telah dibayar dengan menggunakan SPTPD.

SPTPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar,
jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu
masa Pajak.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati
setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti
pelunasan Pajak.

Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

S5PD BPHTE scbagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah
disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Ketentuan mengenai bentuk dan format SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. /
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Pasal 25

(1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
dilakukan sctiap masa Pajak.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1] merupakan jangka
waktu yang digunakan olech Wajib Pajak untuk menghitung Pajak
terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan
dilaporkan dalam SPTPD.

(3) Wajib Pajak wajib menyampaikan SPTPD scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah
berakhirnya masa Pajak.

(4] Apabila batas waktu penyampaian SFTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyampaian
SPTPD pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(5) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dikecualikan
untulk BPHTE.

Pasal 26

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dapat dikenakan
sanksi administratil berupa denda sesual dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pasal 27

{1} Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapal membetulkan SPTPD vang
telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang
belum dilakukan Pemeriksaan.

{2} Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling
lama 2 {dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

{3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada avat (1)
menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD
sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi
administratil berupa bunga.

(4] Atas pembetulan SPTPD yang menvatakan kurang bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] dikenai sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak vang kurang
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 [dua puluh
empat| bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 [satu) bulan.

(3) Atas kurang bayar secbagaimana dimaksud pada ayat (3], tidak
dikenakan sanksi administratil berupa kenaikan pokok Pajak yang

kurang bayar. ﬁ
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(3]
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Paragraf 2
Penelitian SPTPD
Pasal 28

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penclitian atas SPTPD
yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
avat (1).

Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan
tanggal pelunasan dalam SSPD;

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD: dan
¢. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD scbagaimana
dimaksud pada ayal (2) diketahui terdapat Pajak terutang vang tidak
atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan
STPD.

STPD sebagaimana dimaksud pada ayal (3] mencantumkan jumlah
kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak
yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau
berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk
Jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD scbagaimana dimaksud pada
ayal (2) terdapat indikasi penyampaian informasi vang tidak sebenarnya
dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapal melakukan
Pemeriksaan.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan Pajak
Paragrafl 1
Umum
Pasal 29

Bupali atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan
uniuk:

a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak; atau

b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada aygt (1) merupakan
Pemeriksa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. /;
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(3) Dalam melaksanakan tugas, Pemeriksa dapat melibatkan pejabat
dan/fatau instansi terkail.

(4} Ketentuan mengenai kewajiban dan kewenangan Pemeriksa dilaksanakan
sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dilakukan olch Pemeriksa yang tergabung dalam suatu tim
pemeriksa berdasarkan SP2,

(2) SP2 schagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan uniuk satu atau
beberapa tahun dalam suatu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang
sama, atau untuk satu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap
satu Wajib Pajak.

(3) Dalam hal susunan tim Pemeriksa diubah, kepala unit pelaksana
Pemeriksaan harus menerbitkan sural perubahan tim Pemeriksa.

(4) Dalam hal tim Pemeriksa dibantu oleh tenaga ahli, maka tenaga ahli
tersebut bertugas berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati.

(2} Retentuan mengenai bentuk dan format SP2 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 31

(1} Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a
dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan
pembayaran Pajak;

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan
bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan
analisis risiko.

{2) Analisis  Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib
Pajak yang meliputi:

a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak.
Pasal 32

{1} Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) huruf b dilakukan minimal untuk:

a. pemberian NPWFD secara jabatan; /




b. penghapusan NPWPD;

c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
¢. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(2} Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang
berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

{3) Tata cara pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.

(2} Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. standar umum pemeriksaan;
b. standar pelaksanaan pemeriksaan; dan
¢. standar pelaporan hasil pemeriksaan.

(3) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Bentuk Pemeriksaan
Pasal 34

(1) Pemeriksaan wuntuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan atau Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dalam
bentuk:

a. Pemeriksaan Lapangan; atau
b. Pemeriksaan Kantor,

(2] Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemeriksaan
atas laporan, dokumen pendukung atau bukti transaksi vang berkaitan
dengan pembayaran dan/atau penyetoran Pajak.

Pasal 35

(1} Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,
Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai
dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan. /
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(2) Dalam hal Pemeriksaan wuntuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor,
Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai
dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan Surat
Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

Pasal 36

(1) Dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,
pertemuan  dilakukan  setelah  Pemeriksa menyampaikan surat
pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan,

(2} Dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor,
pertemuan dilakukan pada saat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak datang memenuhi surat pangpilan dalam rangka
pemeriksaan kantor.

Paragraf 3
Tata Cara Pemeriksaan Lapangan
Pasal 37
Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dengan tata cara:
A, perencanaan;
b. pertemuan Pemeriksaan;
¢, penolakan Pemeriksaan: dan
d. penyampaian, tanggapan, dan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan.
Pasal 38

Tata cara perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a
meliputi:

a. Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai
dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan surat
pemberilahuan Pemeriksaan Lapangan paling lama 5 (lima)} hari kerja
sebelum dilakukannva Pemeriksaan:

b. surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak scbagaimana dimaksud pada
huruf a minimal memuat:

1. jadwal Pemeriksaan;
4. waktu dan tempal Pemeriksaan.

3. dokumen berupa data/informasi awal yang dibutuhkan atau yang
perlu dipersiapkan olch Wajib Pajak; dan

4. larangan untuk menyediakan uang, barang atau fasilitas lainnya baik
langsung maupun tidak langsung dari Wajib Pajak vang terkait atau
patut diduga akan berkaitan dengan proses Pemeriksaan: ’A
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. sural pemberitahuan juga dapal disertai dengan suratl (ugas atau surat
perintah dari Pemeriksa;

d. dalam hal Wajib Pajak keberatan pada jadwal pemeriksaan yang telah
ditetapkan di surat pemberitahuan maka Pemeriksa menjadwalkan ulang
pemeriksaan sesuai dengan kewenangan Pemeriksa atau kesepakatan
dengan Wajib Pajak;

e. penjadwalan ulang pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf d hanya
untuk paling banyak 1 (satu) kali, selanjuinya maka keberatan Wajib
Pajak dalam pemeriksaan dianggap sebagai penolakan Pemeriksaan.

Pasal 39

(1} Tata cara pertemuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 huruf b meliputi:

a. dalam Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan, Pemeriksa wajib melakukan pertemuan dengan Wajib
Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:

1. alasan dan tujuan pemeriksaan;

2, hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan
pemeriksaan: dan

3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku,
catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib
Pajak.

b. pertemuan scbagaimana dimaksud pada hurul a dapat dilakukan
dengan wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang dibuktikan dengan
surat penujukkan atau surat kuasa dari Wajib Pajak.

c. Wajib Pajak dapat didampingi oleh pihak lain pada saat Pemeriksaan.

d. Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan SP2 vang
ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah.

€. pertemuan Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa pada waktu dan
tempal sesuai dengan surat pemberitahuan.

. dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak tidak ada
di tempat, maka;:

1. Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat pegawai
alau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang
dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak,
terbatas untuk hal yang berada dalam kewenangannya; atau

2. Pemeriksaan ditunda wuntuk dilanjutkan pada kesempatan
berikutnya.

g pertemuan Pemeriksaan dilakukan melalui kegiatan: /
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1. pengumpulan bahan dan keterangan;
2. pengamatan atas kegiatan Wajib Pajak yang terkait dengan Pajak;

3. pemeriksaan fisik untuk menguji kesesuaian dokumen dengan
kondisi riilnya; dan/atau

4. konfirmasi kcpada pihak ketiga untuk memastikan kebenaran
data yang diperoleh;

h. Pemeriksa melakukan analisis terhadap seluruh informasi dan
Dokumen hasil Pemeriksaan:

i. setelah melakukan pertemuan Pemeriksaan, Pemeriksa wajib
membuat berita acara hasil pertermuan yang ditandatangani oleh
Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

(2} Ketentuan mengenai bentuk dan format berita acara hasil pertemuan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran
VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 40

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang
dilakukan Pemeriksaan menyatakan menolak untuk dilakukan
Pemeriksaan termasuk menolak menerima  surat  pemberitahuan
Pemeriksaan, maka Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
harus menandatangani surat pernvataan penolakan Pemeriksaan,

(2) Tata cara penolakan Pemeriksaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{3) Ketentuan mengenai bentuk dan format surat pernyataan penolakan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) tercantum dalam

Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.
Pasal 41

(1) Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan harus disampaikan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian
SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan.

(2] Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar
temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

a. pernyalaan persetujuan hasil Pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak
menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau

b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian
atau seluruh hasil Pemeriksaan.

(3) Wajib Pajak harus diberikan hak hadir di pembahasan akhir hasil
pemeriksaan dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil
pemeriksaan  yvang tlercantum dalam SPHP dan  dafllar  temuan
sebagaimana dimaksud pada ayat [l]-/
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(4) Tata cara penyampaian, langgapan, dan pembahasan akhir Hhasil
Pemeriksaan  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 4
Tata Cara Pemeriksaan Kantor
Pasal 42

(1) Pemeriksaan di kantor dilakukan di gedung kantor Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
pendapatan Daerah.

(£} Pemeriksaan kantor scbagaimana dimaksud pada ayat (1) uniuk
pemeriksaan atas:

a. penyelenggaraan catatan akuntansi yang berkaitan dengan Pajak;

b. dokumen penatausahaan dan laporan pembayaran dan/atau
penyetoran Pajak; dan

c. dokumen lain yang berkaitan dengan Pajak.
Pasal 43

Ketentuan mengenai tata cara Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap tata cara Pemeriksaan Kantor.

Paragral 5
Jangka Wakiu Pemeriksaan Pajak
Pasal 44

(1] Pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan pemenuhan  kewajiban
perpajakan dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan vang meliputi:

A. jangka waktu pengujian: dan
b. jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaen dan pelaporan.

(2) Jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Paragrafl &
Penyelesaian Pemeriksaan Pajak
Pasal 45

(1) Penyelesaian Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk
menglji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan
dengan cara:

., menghentikan pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir; atau /
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(2)

(1)

(2}

(3]

i1l

b. membuat LHP, sebagai dasar penerbitan surat ketetapan Pajak
dan/atau STPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tata cara penyelesaian pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Peminjaman Dokumen Dalam Rangka Pemeriksaan Pajak
Pasal 46

Pemeriksa dapat melakukan peminjaman Dokumen kepada Wajib Pajak
dalam rangka pemeriksaan lapangan dan/atau pemeriksaan kantor,

Wajib Pajak wajib menyerahkan Dokumen vyang dipinjam oleh
Pemeriksa.

Ruang lingkup peminjaman dokumen meliputi:
a. peminjaman; dan
b. pengembalian dokumen.
Pasal 47

Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban  perpajakan  dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Dokumen yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat
pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat
itu  juga dan Pemeriksa membuat bukti peminjaman dan
pengembalian Dolumen:

b, dalam hal Dokumen yang diperlukan belum ditemukan atau
diberikan oleh Wajib Pajak pada saat pelaksanaan Pemeriksaan
scbagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa membuat surat
permintaan peminjaman Dokumen yang dilampiri dengan daflar
Dokumen yvang wajib dipinjamkan; dan

c. dalam hal untuk mengakses danfatau mengunduh data yang
dikelola secara elektronik diperlukan peralatan dan/atau keahlian
khusus, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan kepada:

1. Wajib Pajak untuk menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas
biaya Wajib Pajak; atau

2. scorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang
berasal dari Perangkat Daerah maupun vang berasal dari institusi
atau lembaga lain.
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{2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor,
berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Dokumen yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak, harus dilampirkan
pada Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;

b. buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola
secara clektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada
huruf a, wajib dipinjamkan pada saal Wajib Pajak memenuhi
panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksa Pajak
membuat bukti peminjaman dan pengembalian Dokumen:

¢, dalam hal Dokumen yang diperlukan belum tercantum dalam
lampiran Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
scbagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat
surat permintaan peminjaman Dokumen.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b, atau ayat (2)
huruf ¢ wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 {satu)
bulan sejak surat permintaan peminjaman bulku, catatan, dan dokumen
disampaikan.

(4] Setiap penyerahan Dokumen dari Wajib Pajak, Pemeriksa membuat
bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen.

(3} Dalam hal Dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau berupa
data vang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus
membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola
secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah
scsuai dengan aslinya.

(6) Dalam hal Dokumen vang dipinjam belum dipenuhi dan jangka waktu 1
(satu} bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terlampaui,
Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling
banyak 2 (dua) kali, yaitu:

a. surat peringatan pertama setelah 2 (dua) minggu sejak tanggal
penyampaian surat permintaan peminjaman Dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul b atau ayat (2) huruf c; dan

b. surat peringatan kedua sctelah 3 (tiga) minggu scjak tanggal
penyampaian sural permintaan peminjaman Dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2} huruf c.

{7) Setiap surat peringatan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (b) harus dilampiri dengan daftar Dokumen yang belum
dipinjamkan dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 48

{1} Dalam hal Dokumen yang diminta oleh Pemeriksa tidak dimiliki atau
tidak dikuasai oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus membuat surat




pernyalaan yvang menyatakan bahwa Dekumen yang diminta oleh
Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh Wajib Pajak.

{2} Dalam hal Dokumen perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat
mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan
di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus.

Pasal 49

(1} Apabila jangka waktu 1 {satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 ayat (3) terlampaui dan Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya
meminjamkan Dokumen yang diminta, Pemeriksa harus membuat berita
acara tlidak dipenuhinya permintaan peminjaman Dokumen yang
dilampiri dengan rincian daftar Dokumen vang wajib dipinjamkan
namun belum diserahkan olch Wajib Pajak.

(2

Dalam hal Wajib Pajak telah meminjamkan seluruh buku, catatan,
dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elekironik serta
keterangan lain vang diminta, Pemeriksa Pajak harus membuat berita
acara pemenuhan selurub peminjaman buku, catatan dan dokumen.

(3) Ketentuan mengenai bentuk dan format berita acara tidak dipenuhinya
permintaan peminjaman Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan berita acara pemenuhan seluruh peminjaman buku, catatan dan
dokumen scbagaimana dimaksud pada ayat (2} tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak lerpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

Pasal 50
i1

——r

Dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan
Dokumen yang diminta berdasarkan berita acara tidak dipenuhinya
permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pemeriksa Pajak harus menentukan
dapat atau tidaknya melakukan pengujian dalam rangka menghitung
besarnya penetapan Pajak berdasarkan bukti kompeten vang cukup
scsuai standar pelaksanaan Pemeriksaan.

{2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi
yvang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau Wajib Pajak badan,
dan Pemeriksa Pajak tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka
menghitung besarnyva penctapan Pajak sebagaimana dimaksud ]_:ada ayal
(1), penetapan Pajak dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3) Dalam hal penetapan Pajak tidak dihilung secara jabatan, F'r.mr:ﬁka.d
Pajak dapat meminjam tambahan Dokumen selain yang sudah dipinjam. /
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Paragral &
Penvegelan
Pasal 51

(1) Pemeriksa berwenang melakukan Penyegelan untuk memperoleh atau
mengamankan Dokumen dan benda lain yang dapat memberi petunjuk
tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak agar tidak
dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau
dipalsukan.

{2} Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa dapat berkoordinasi dengan
Satuan Polisi Pamong Praja atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 52

Penyegelan dilakukan apabila pada saat pelaksanaan Pemeriksaan
Lapangan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa:

a. tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki
lempal atau ruang serta memeriksa barang bergerak dan/atau tidak
bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan
buku atau catatan, dan/atau dokumen, termasuk hasil pengolahan data
dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program
aplikasi on-line yang dapal memberi petunjuk tentang kegiatan usaha
alau pekerjaan bebas Wajib Pajak;

b. menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara
lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk

mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang
bergerak dan/atau tidak bergerak;

¢. tidak berada di tempat dan tidak ada pegawail atau anggota keluarga yang
telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk
bertindak selaku pihak vang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan
upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda: atau

d. tidak berada di tempat dan pegawai atau anggota keluarga yang telah
dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak
sclaku pihak yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan.

Pasal 53
(1} Penyegelan dilakukan dengan menggunakan tanda segel.

(2) Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh
paling sedikit 2 (dua) orang vang telah dewasa selain anggola tim
Pemeriksa Pajak.

(3) Dalam melakukan Penyegelan, Pemeriksa Pajak wajib membuat berita
acara Penyegelan.
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(4) Berita acara Penyegelan scbagaimana dimaksud pada ayat (3] dibuat dan
ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh paling
sedikit 2 [dua) orang vang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa
Pajalk.

(5] Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 2
(dua] rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil,
kuasa, pegawai, atau anggota keluarga vang telah dewasa dari Wajib
Pajak yang diperiksa.

(&) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada avat (2) menolak
menandatangani berita acara Penyegelan, Pemeriksa Pajak membuat
catatan tentang penolakan tersebutl dalam berita acara Penyegelan.

(7) Ketentuan mengenai bentuk dan format tanda segel sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(8) Ketentuan mengenai bentuk dan format berita acara Penyegelan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 54
{1} Pembukaan segel dilakukan apabila:

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihak vang dapal mewakili Wajib
Pajak telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka
atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak
bergerak yang disegel, dan/atau telah memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan:

b. berdasarkan pertimbangan Pemeriksa Pajak, Penvegelan tidak.
diperlukan lagi; dan/atau

c. terdapat permintaan dari penyidik vang sedang melakukan penyidikan
tindak pidana.

(2) Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan
disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa selain
anggotla tim Pemeriksa Pajak.

(3) Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu oleh Satuan
Polisi Pamong Praja atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan Penyegelan
rusak atau hilang, Pemeriksa Pajak harus membuai berita acara
mengenai  kerusakan atau kehilangan dan melaporkannya kepada
Kepolisian Negara Repulik Indonesia,

{3) Dalam melakukan pembukaan segel, Pemeriksa Pajak membuat berita
acara pembukaan segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan
saksi schagaimana dimaksud pada ayat (2).
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{6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5] menolak
menandatangani berita acara pembukaan segel, Pemeriksa Pajak
membuat catatan tentang penolakan terscbut dalam berita acara
pembukaan segel.

(7) Berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua
diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

{8) Ketentuan mengenai bentuk dan format berita acara tanda segel rusak
atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran XIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

(9) Ketentuan mengenai bentuk dan format berita acara pembukaan tanda
segel sebagaimana dimaksud pada avat (5) tercantum dalam Lampiran
XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini,

Pasal 55

(1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Penyegelan
atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan Penyegelan,
Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak memberi izin
kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau
ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak vang disegel, dan/atau
tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Wajib Pajak
dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan.

{2} Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak, wakil, atau kuasa
dari Wajib Pajak wajib menandatangani surat pernyataan penolakan
Pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Waijib Pajak menolak

menandatangani surat pernyataan penolakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2}, Pemeriksa membuat dan menandatangani berita acara
mengenai penolakan tersebut.

Bagian Kesembilan
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Paragrafl 1
Sural Ketetapan Pajak
Pasal 56

(1} Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak,
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak vang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak,

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal
terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan: /
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a. hasil pemeriksaan Pajak; atau
b. penghitungan secara jabatan karena:

1. wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka wakiu
lertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan telah
ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam; atau

2. wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal
ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan
menyecbabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan
Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT,

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diterbitkan dalam hal
Jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak
atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

(3) Ketentuan mengenai bentuk dan format SKPDKB schagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(6) Ketentuan mengenai bentuk dan format SKPDKBET sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

{7) Ketentuan mengenai bentuk dan format SKPDLB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(8] Ketentuan mengenai bentuk dan format SKPDN sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 57

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk menerbitkan SKPDLE.

Pasal 58

{1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2] huruf a dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung scjak saat
terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak,
atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka
waktu paling lama 24 [dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan. [
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(2] Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDEB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (2] huruf b dikenakan sanksi administratif berupa
bunga scbesar 2,2% [dua koma dua persen) per bulan dari Pajak vang
kurang atau terlambat dibayar, dihilung sejak saatl terulangnya Pajak
atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak
sampai dengan diterbitkannya SKPDKRB, untuk jangka waktu palinglama
24 (dua puluh empat] bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
{satu) bulan, sejak saat terutangnyva Pajak ditambahkan dengan sanksi
administratif berupa:

a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang
kurang dibayar untuk jenis Pajak scbagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (1) hurul b; atau

b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokck Pajak yang
kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.

(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan scbesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak
yvang terutang dalam SKPDKBT.

(4] SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan
SKPDKBT scbagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 {satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragral 2
Surat Tagihan Pajak
Pasal 59

(1} Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak,
Bupali atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD,

(2] Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis
Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dalam hal:

a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT vang tidak atau kurang
dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

b. Surat Kepulusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan

Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran; atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau
denda.

{3) El{pati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis
Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak
dalam hal:

a. Pajak terutang tidak atau kurang dihu}-‘ﬂ.l’;[
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b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah
hitung, atau kesalahan administratil lainnya oleh Wajib Pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding vang tidak atau kurang dibayar
sctelah jatuh tempo pembayaran; atau

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

(4] Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul
a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang
dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1% (satu persen] per bulan dihitung dari Pajak yang kurang
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 [dua puluh
empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 {satu) bulan.

(3} Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dan ayat (3] hurul ¢, dikenai sanksi administratil sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Penagihan Pajak
Paragral 1
Pejabat dan Juru Sita Pajak

Pasal 6()

(1) Bupati berwenang melaksanakan Penagihan apabila Wajib Pajak tidak
melunasi kewajibannya sampai dengan tanggal jatuh tempo.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah.

(3] Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan

b. menerbitkan:

- - R S

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sckaligus;

Surat Palsa:

surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

Surat Perintah Penyvanderaan:

Surat Pencabutan Sita;

Pengumuman Lelang; }




8. Surat penentuan harga limit;
9, Pembatalan Lelang; dan
10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan pajak.

{4] Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pajak sebagaimana

{1

(<)

(3}

(4)

(1)

(2)

(1)

dimaksud pada ayat (3] hurul a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tata Cara Penagihan
Pasal 61

Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak
terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan
Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD; dan

SKPD, SKPDKB, SKPFDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayvar bertambah, harus dilunasi dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak untuk
jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan
sebesar Pajak yang tidak disetujui, tertangguh sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan,

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan
Keberatan sehubungan dengan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,
dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak tertangguh sampai dengan 1
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding,

Pasal 62

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya
dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pejabat melaksanakan Penagihan dalam hal Utang Pajak sebagaimana
tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, vang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak
dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pasal 63

Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 avat (2), dilakykan
dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat. /




(2} Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan
terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak.

Pasal 64

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:

.

b.

(1)

(2) Surat Perintah Penagihan Scketika dan Sckaligus paling sedikit memuat:

secara langsung;

melalui pos;

. melalui surat elektronik; atau

- melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 65

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Secketika dan Sekaligus
berdasarkan Surat Perintah Penagihan Scketika dan Sekaligus yang
diterbitkan oleh Pejabat apabila:

.

a.

b.

C.

d.

(3) Surat Perintah Penagihan Scketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum
penerbitan Surat Paksa. K

- Penanggung Pajak memindahtangankan Barang yang dimiliki atau

Penanggung Pajak akan menminggalkan Daerah untuk selama-
lamanya atau berniat untuk itu:

yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan
kegiatan perusahaan, atau pekerjaan  yang dilakukannya  di
Indonesia;

terdapat tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan
usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya,
atau  memindahtangankan perusahaan vang dimiliki atau
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

terjadi penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga
atau terdapat tanda kepailitan.

nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
besarnya Utang Pajak;
perintah untuk membayar; dan

saat pelunasan pajak.




sSurat

Paragral 3

Surat Paksa
Pasal 66

Paksa diterbitkan atas Utang Pajak yang tidak dilunasi oleh

Penanggung Pajak setelah 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak
tanggal disampaikannya Surat Teguran.

Pasal 67

(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah atas permohonan
Penanggung Pajak dapat melakukan pembetulan atas Surat Teguran
dan/atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
atau kekeliruan.

a.
b.
C.
d.

&,

penulisan nama;

alamat;

nomor pokok wajib pajak Daerah;
jumlah utang Pajak; dan/atau

keterangan lainnya.

(3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
ketentuan:

el

membuat sural yang baru dengan menggunakan nomor dan tanggal
surat vang lama;

pada buku register yang berkaitan dengan kesalahan atau kekeliruan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi coretan dua garis secara
horisontal dan diganti dengan yang scharusnya;

- sural yang salah atau keliru dibubuhi cap "BATAL" dan diisi dengan

alasan pembatalan:

1 [satu) lembar surat yang dibetulkan disampaikan pada Wajib Pajak;
dan

. arsip surat yang dibetulkan, suraf yang salah atau keliru, dan surat

permohonan Penanggung Pajak apabila pembetulan didasarkan pada
permohonan Penanggung Pajak dimasukkan dalam berkas Penagihan,

[4) Tindakan pelaksanaan Penagihan dilanjutkan setelah kesalahan atau
kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibetulkan oleh Kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3]




Pasal 68

Isi Surat Paksa, syarat Surat Paksa, tata cara pemberitahuan Surat Paksa,
dan pengganti Surat Paksa dalam hal di luar kekuasaan atau sebab lain,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragral 4
Sila
Pasal 69

(1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan
sebelum lewat wakiu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah
Surat Paksa diberitahukan.

(2) Apabila utang Pajak tidak dilunasi Penanggung pajak dalam jangka
waktu

scbagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat menerbitkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan.

(3) Tata cara penyitaan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak,
penyitaan yang dilaksanakan oleh Jurusita, penyitaan terhadap barang
bukti, hak mendahului, penitipan barang sitaan, penyitaan tambahan,
pencabutan Sita dan larangan bagi Penanggung Pajak terhadap barang
vang telah disita, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragrafl 5
Lelang
Pasal 70

(1) Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi
setelah dilaksanakan Penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan

penjualan secara Lelang terhadap Barang vang disita melalui Kantor
Lelang.

{¢) Barang yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. uang tunai; dan
b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
(3) Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a digunakan untuk membayar Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajak dengan cara disetor ke Kas Daerah.

(4) Tata cara Pelaksanaan Lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Paragral 6
Pencegahan dan Penyanderaan
Pasal 71

(1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/ atau
Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikil
Rp100.000.000,00 [seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya
dalam melunasi Utang Pajak.

(2) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak vang
mempunyai Utang Pajak paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.

(3) Pencegahan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/atau
Penanggung Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Kedaluwarsa Penagihan Pajak
Pasal 72

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah
melampui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah,

(2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa: atau

b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun
tidak langsung.

[4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.

(5] Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Pajak.

(6) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan /Jatau Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf a, kedaluwarsa Penagihan

dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan /atau Surat
Paksa tersebut. j
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(7) Dlalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak
tanggal pengakuan tersebut.

Bagian Kedua Belas
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
Paragraf 1
Umum

Pasal 73

(1) Bupati berwenang melakukan penghapusan Piutang Pajak sesuai

(2)

dengan kewenangan Daerah.

Kewenangan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. kewajiban pokok Pajak;

b. bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan

tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah
tercantum dalam STPD:

¢. sural keputusan pembetulan:

d. surat Keputusan keberatan:

e. putusan banding; dan

f. surat Keputusan peninjauan kembali.

Pasal 74

Piutang Pajak untuk Wajib Pajak vang tidak mungkin ditagih lagi terdiri
atas:

da.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak
meminggalkan harta warisan dan tidak mempunvai ahli waris;

dalam hal Wajib Pajak sebagai badan hukum telah bubar, likuidasi, atau
pailit dan penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;

Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk
melunasi utang Pajaknya;

Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukan dan
telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;

Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindan
berdasarkan kejadian nvata dan diperkuat dengan pernyataan dan
instansi yang berwenang;
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g. hak untuk melakukan penagihan piutang Pajak sudah kadaluwarsa;

h. dokumen sebagai dasar penagihan piutang Pajak tidak ditemukan
disebabkan force majeure;

I. hak Daerah untuk melakukan penagihan piutang Pajak tidak dapat
dilaksanakan karcna kondisi tertentu schubungan dengan adanya
perubahan  kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan  yang
ditetapkan oleh Bupati, dan

j- Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena:

1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin
diketemnukan lagi; atau

2. Wajib Pajak /Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanvya.

Pasal 75

Plutang Pajak vang tidak mungkin ditagih tetapi hak untuk melakukan
Penagihan belum kedaluwarsa, maka Piutang Pajak tersebut terlebih dahuly
dimasukkan ke dalam buku daftar cadangan penghapusan Piutang Pajak
dan tidak dilakukan lagi tindakan Penagihan.

Paragraf 2
Pembentukan Tim
Pasal 76

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan  bidang pendapatan Daerah bertanggung  jawab
membentuk tim penghapusan piutang Pajak atau dengan sebutan
lainnya.

(2] Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Pejabat dan staf di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah;

b. tenaga ahli;
C. juru sita;
d. PPNS; dan/atau

¢. inspektorat Daerah.

(3) Susunan keanggotaan tim scbagaimana dimaksud pada ayat (2]
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

(4] Tugas dari tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. melakukan verifikasi dan penatausahaan data Piutang Pajak; dan /




b. melakukan dan menyusun laporan penelitian terhadap Wajib Pajak
yang ada dalam daftar usulan penghapusan Piutang Pajak dan
Cadangan penghapusan piutan Pajak.

(5) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan tim scbagaimana dimaksud

1)

(2]

(3)

4]

15)

(1)

12)

pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati,

Paragrafl 3
Pengelolaan Data Piutang Pajak dan Penerbitan Surat Teguran
Pasal 77

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan  bidang pendapatan Daerah bertanggung jawab
menghimpun dan menyediakan data dan informasi tentang Piutang
Pajak.

Tim penghapusan Piutang Pajak atau dengan sebutan lainnya
bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi dan penatausahaan
terhadap data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Tim menyerahkan hasil verifikasi dan penatausahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah vang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
pendapatan Daerah untuk dilakukan pemuktahiran data Piutang Pajak.

Perangkat Daerah yang menyclenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan Daerah menerbitkan daftar nominatif
ketetapan Piutang Pajak berdasarkan pemuktahiran data sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan Daerah menerbitkan surat leguran
paling lama 7 (tujuh) hari kerja berdasarkan daftar nominatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (4],

Paragral 4
KRonfirmasi Terhadap Piutang Pajak
Pasal 78

Wajib  Pajak dapat melakukan konfirmasi atas Piutang Pajak
berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat
(5).

Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a. sudah melunasi pembayaran Pajak Daerah: atau

b. pengakuan utang Pajak baik langsung maupun tidak langung; /
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Pasal 79

(1) Dalam hal Wajib Pajak sudah melunasi pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2] huruf a, maka dilaksanakan
ketentuan:

a. Wajib Pajak mengisi dan menandatangani formulir vang telah
disediakan di Perangkat Daerah vyang menyelenggarakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah dengan
melampirkan:

1. fotokopi identitas pemohon;

2. surat kuasa dalam hal diberikan kuasa kepada orang lain selain
Wajib Pajak yang bersangkutan;

3. bukti asli lunas pembayaran Pajak: dan

4. laporan keuangan Perusahaan atau bentuk lain yang
dipersamakan

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan Daerah melakukan penelitian

berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan
cara:

1. mencocokan data yang tercantum dalam bukti lunas pembayaran
Pajak dengan dokumen Pajak lainnya;

2. mencocokan ciri fisik bukti lunas pembayaran Pajak dengan
dokumen Pajak lainnya; dan/atau

3. melakukan konfirmasi pada tempat pelayanan Pajak atau Bank
tempat pembayaran,

2] Apabila terdapat hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul b terdapat kesesuaian dan terbukti kebenarannya maka
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan Daerah bertanggung jawab dalam:

a. melakukan perekaman dalam rangka pemuklahiran basis data
Fajak; dan

b. membuat daftar Wajib Pajak yang telah lunas untuk diketahui dan
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
pendapatan Daerah.

Pasal 80

Dalam hal Wajib Pajak sudah mengakui utang Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 ayat (2) hurufl b, maka dilaksanakan ketentuan:

a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah menerbitkan STPD
kepada Wajib Pajak;
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b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan Dacrah bertanggung jawab melakukan
proses penagihan Pajak lebih lanjut apabila tidak melunasi STPD
sebagaimana dimaksud huruf a; dan

¢. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan Daerah membuat laporan dafiar
pergeseran /mutasi Piutang Pajak.

Paragraf 5
Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Oleh Wajib Pajak
Pasal 81

(1) Wajib Pajak penerima STPD dapat mengajukan penghapusan Piutang
Pajak kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah vyang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
pendapatan Daerah.

(2} Pengajuan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan pada alasan:

a. Piutang Pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 75; atau

b. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1).

(3) Pengajuan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus ditulis dengan bahasa Indonesia dengan melampirkan:

a. fotokopi identitas pemohon;

b. surat kuasa dalam hal diberikan kuasa kepada orang lain selain Wajib
Pajak yang bersangkutan;

c. dokumen yang membuktikan alasan pengajuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2); dan

d. laporan keuangan Perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan
dalam hal Wajib Pajak Badan dinyatakan bubar, likuidasi, atau paiilit
dan penanggung Pajak tidak ada.

Paragraf 6
Usulan, Daftar Cadangan, Dan Penctapan Penghapusan Piutang Pajak
Pasal 82

(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah bertanggung jawab
menyusun  daftar usulan penghapusan Piutang Pajak dan daftar
cadangan penghapusan Piutang Pajak setiap akhir tahun.

(2) Daftar usulan dan daftar cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
minimal memuat: /{
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a. nama subjek Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
b. alamat subjek Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
c. NOPD;

d. tahun Pajak;

e. jumlah Piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan
dicadangkan untuk dihapuskan;

f. tindakan Penagihan yang pernah dilakukan; dan
g. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

(3) Daftar usulan dan daftar cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kemudian disampaikan kepada tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76 untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yvang ada di dalam
daftar usulan dan daftar cadangan terscbut.

Pasal B3

(1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3)
disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah
dalam bentuk laporan penelitian.

{2) Laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal
memuat:

a. nama subjek Pajak dan/atau penanggung Pajak;
b. nama objek Pajak dan/atau penanggung Pajak;
c. nomor pokok wajib Pajak Daerah;

d. nomor dan tanggal STPD,;

e. tahun Pajak;

f. besarnya piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan
dicadangkan untuk dihapuskan; dan

g. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

|3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah berdasarkan laporan
penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disertai
pertimbangan, mengajukan permohonan penghapusan Piutang Pajak
kepada Bupati.

(4) Bupati menetapkan daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah di
dalam Keputusan Bupati. A
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Bagian Ketiga Belas
Keberatan dan Banding Pajak
Paragraf 1
Tata Cara Pengajuan Keberatan
Pasal 84

(1) Keberatan Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak harus memenuhi
ketentuan:

a. diajukan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
pendapatan Daerah terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,
SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang
d::p::-tung atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak,
disertai dengan alasan dan bukli yang jelas;

c. di:fljukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
scjak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dikirim
atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali Jika Wajib Pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan kahar yang meliputi;

. bencana alam;
kebakaran;

kerusuhan massal atau huru hara;

- wabah penyakit; dan/atau

3. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati;

d. diajukan terhadap satu Jenis Pajak dan satu tahun Pajak;

e. Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau
Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah vang telah
disetujui Wajib Pajak; dan

[. surat pengajuan Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau
dalam hal surat pengajuan Keberatan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajak maka harus dilampiri dengan surat kuasa.

(2) Keberatan Pajak yang tidak memenuhi persyaratan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak dianggap sebagai surat Keberatan Pajak

schingga tidak dipertimbangkan.

(3) Dalam hal pengajuan Keberatan Pajak tidak dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2], Kepala Perangkalt Daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang wurusan pemerintahan bidang
pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari
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terhitung sejak tanggal surat Keberatan Pajak harus memberitahukan
secara tertulis disertai alasan yvang mendasari kepada Wajib Pajak atau
kuasanya.

Pasal 85
(1) Penyampaian surat pengajuan Keberatan Pajak dapat dilakukan:
a. secara langsung;
b. melalui pos;
c. melalui surat elektronik; atau
d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati.

(2) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau
melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang
diberikan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah
kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 86

(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan
atas jumlah Pajak vang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan.

(2) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saal pengajuan permohonan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sebagai
Utang Pajak.

Paragraf 2
Tata Cara Penyvelesaian Keberatan
Pasal 87

{1} Dalam proses penyelesaian keberatan, Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
pendapatan Daerah berwenang:

a. meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait dengan
materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan
peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;

b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan
mater: yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan
keterangan;

¢. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang
disengketakan kepada pihak ketign yang mempunyai hubungan
dengan Wajib Pajak melalui penyampaian surat permintaan data dan
keterangan kepada pihak ketiga; ;
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(2]

(1]

(2)

(3]

(4)

d. meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan;

¢. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan
dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan
dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XVIII yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini; dan

f. melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan
untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang
dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan
keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu pemotongan
atau pemungutan oleh pihak ketiga, Wajib Pajak harus menyerahkan
asli bukti pemotongan atau pemungutan Pajak.

Pasal 88

Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dan/atau permintaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b paling lama 15 (lima belas)
hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat
permintaan keterangan dikirim.

Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berakhir, Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh
buku, catatan, data dan informasi dan/atau tidak memberikan
keterangan yang diminta, Kepala Perangkat Daerah vang
menyclenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
pendapatan Daerah menyampaikan:

a. surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau
b. surat permintaan keterangan yang kedua.

Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan yang
kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh)

hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau permintaan yang
kedua dikirim.

Dalam hal masih diperlukan, Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
pendapatan Daerah dapat meminjam buku, catatan, data, dan informasi
danfatau meminta keterangan tambahan, dan Wajib Pajak harus
meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi dan/atau memberikan

keterangan yang diminta dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan
dalam:

a. surat permintaan peminjaman tambahan; dan/atau

b. surat permintaan keterangan tambahan. /
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(5) Ketentuan mengenai bentuk dan format surat permintaan peminjaman
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 89

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau
pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan/atau
memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman dan/atau
permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal B8, keberatan

tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima dan dibuat
berita acara.

Pasal 90

Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis
untuk melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan yang telah
disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak vang bersangkutan maupun
dalam rangka memenuhi permintaan Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan fungsi  penunjang urusan pemerintahan bidang
pendapatan  Daerah, sebelum Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan fungsi  penunjang urusan pemerintahan bidang
pendapatan Daerah menvampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir,

Pasal 91

(1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayvat (1) huruf e
dikirimkan paling lama 10 (sepuluh] hari kerja sebelum tanggal
pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan.

(2) Pembahasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa
perpajakan.

(3) Kententuan mengenai bentuk dan format berita acara pembahasan dan
klarifikasi sengketa perpajakan tercantum dalam Lampiran XX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 92

(1) Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diminta
pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh Wajib Pajak, tidak
dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan,
catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak
ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan.

{2) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, informasi, atau
keterangan lain vang tidak diminta pada saat pemeriksaan tetapi
diperlukan dan diminta oleh Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
pendapatan Daerah serta diberikan oleh Wajib Pajak dalam penyelesaian
keberatan, maka pembukuan, catatan, data, informasi, atau keteranga
lain vang diberikan oleh Wajib Pajak tersebut dapat dipertimbangkan. /?
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(3) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, informasi, atau

(1)

(2]

{3)

(1)

(2]

keterangan lain yang tidak diminta pada saat pemeriksaan dan keberatan
tetapi diberikan oleh Wajib Pajak dalam penvelesaian keberatan, maka
pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang
diberikan oleh Wajib Pajak tersebut dapat dipertimbangkan.

Pasal 93

Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Kepala Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang pendapatan Daerah meminta Wajib Pajak untuk hadir guna
memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan  mengenai
keberatan Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk
Hadir yang dilampiri dengan:

a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan
b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.

Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan
keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Ketentuan mengenai bentuk dan format surat panggilan untuk
memberikan keterangan/mendapat penjelasan atas Keberatan Pajak,
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tercantum dalam Lampiran XXI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 94

Pemberian keterangan dari Wajib Pajak atau pemberian penjelasan oleh
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Ketentuan mengenai bentuk dan format berita acara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 95

Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk hadir maka berlaku
ketentuan:

(1]

dibuat berita acara ketidakhadiran dengan menggunakan format sesuai
contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Wajib
Pajak.

Pasal 96

Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah harus
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memberi keputusan atas pengajuan Keberatan Pajak paling lama 12 (dua
belas) bulan terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 avat (2).

|2} Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) didasarkan pada hasil
penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan dan dituangkan ke
dalam laporan hasil penelitian.

(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan Daerah bertanggung jawab dalam
melaksanakan penelitian sebaganimana dimaksud pada ayat (2),

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. menerima seluruhnva dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak: b,
menerima scbagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil

penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib
Pajak;

b. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama

dengan Pajak vang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang
diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

c. menambah besarnya jumlah Pajak vang terutang dalam hal Pajak
terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak vang

terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan
oleh Wajib Pajak.

(S) Tata cara imbalan bunga dan sanksi administratif terhadap Keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat
(1) telah terlampaui dan tidak ada keputusan, maka pengajuan
Keberatan Pajak dianggap diterima.

(2) Dalam hal pengajuan Keberatan Pajak dianggap diterima, Bupati :_itau
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan !’ungsil penunjang
urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah mf:m:rbﬂkzlnln sulrm
keputusan keberatan sesuai dengan pengajuan I-:r:bcrzlllan Wajib Pajak
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 12
(dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1)

berakhir.
Pasal 98

Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1]
dan Pasal 97 ayat (2) disampaikan kepada Wajib Pajak:

a. secara langsung dengan bukti tanda terima;

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau K
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¢. melalui perusahaan jasa ckspedisi atau jasa kurir dengan bukti
pengiriman surat.

Paragrafl 3
Banding Pajak
Pasal 99

(1) Wajib Pajak berhak mengajukan Banding Pajak melalui Pengadilan Pajak
terhadap Keputusan Bupati mengenai pengajuan Keberatan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).

(2) Pengajuan Banding Pajak tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan
pelaksanaan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Tata cara pengajuan Banding Pajak dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas
Gugatan Pajak
Pasal 100

Pengajuan gugatan Pajak dilakukan di Pengadilan Pajak dan dilaksanakan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran Atas
Pokok Pajak, Dan/Atau Sanksinya

Paragraf 1
Umurmn

Pasal 101

(1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah dapat
memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok Pajak danjatau sanksinya dengan
memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

(2} Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib
Pajal.

(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang
ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai
dengan batas tertentu, dan objek Pajak vang jtlrdnmpak bencana alam,

kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.




Paragraf 2

Bentuk Dan Besaran Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan,
dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak, Dan/Atau Sanksinya

Pasal 102

Bupati dapal memberikan:

d.

(1]

(2]

(3)

(4)

keringanan Pajak dalam bentuk:

1. angsuran pembayaran Pajak; atau

2. penundaan pembayaran Pajak;

pengurangan Pajak dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Pajak;

pembebasan Pajak dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok
Pajak; dan

- pengurangan atau penghapusan sanksi adminsitratifl berupa bunga,

denda, dan/atau kenaikan Pajak yang terutang.
Pasal 103

Keringanan atau pengurangan Pajak diberikan paling tinggi 50% (lima
puluh persen) dari pokok Pajak,

Pembebasan Pajak kepada Wajib Pajak terhadap objek Pajak terteniu
berdasarkan kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
101 ayat (3) dengan pertimbangan asas keadilan dan asas timbal balik.

Pengurangan atau penghapusan sanksi adminstratif diberikan dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahannya.

Pengurangan sanksi adminstratif diberikan paling tinggi 100% (seratus
persen| atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif,

Pengurangan sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada ayat (4]
tidak dapal diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya
alas objek Pajak yang sama.

Pasal 104

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan Daerah bertanggung jawab dalam
menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan,

pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak,
dan/atau sanksinya.
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(1)

12)

(1)

Paragraf 3

Permohonan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan
Pembayaran Atas Pokok Pajak, Dan/Atau Sanksinya

Pasal 105

Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksinya didasarkan atas:

a. surat permohonan dari Wajib Pajak; atau
b. kewenangan Bupati karena jabatannya.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah vang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
pendapatan Dacrah,

Pa=zal 106

Surat permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a harus ditulis dengan bahasa
Indonesia dengan melampirkan:

a. fotokopi identitas pemohon disertai dengan alasan dan bukti yvang
jelas; b. surat kuasa dalam hal diberikan kuasa kepada orang lain
selain Wajib Pajak yang bersangkutan;

b. fotokopi SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STPD yang
akan diajukan permohonan; dan

c. laporan keuangan Perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan
dalam hal Wajib Pajak adalah badan hukum

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam

jangka waktu:
a. 3 (tga) bulan terhitung scjak tanggal diterimanva STPD:;
b. 1 [satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD; atau

c. 1 [satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan
Keberatan.

|3) Apabila dalam jangka waktu schagaimana dimaksud pada ayat (2) telah

(4]

terlampaui maka pengajuan permohonan keringanan, pengurangan,
pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau
sanksinya dinyatakan kedaluwarsa.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (3) dikecualikan dalam hal
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan kahar yang meliputi;

a. bencana alam:

b. kebakaran; {




¢. kerusuhan massal atau huru hara;

d. wabah penyakit; dan/atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati;
Pasal 107

{1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
disampaikan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
pendapatan Daerah:

a. secara langsung dengan bukti tanda terima;
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau

c. melalui perusahaan jasa ckspedisi atau jasa kurir dengan bukti
pengiriman surat.

(Z) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan Daerah bertanggung jawab melakukan
pemeriksaan berkas permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 paling lama 1 (satu] bulan sejak tanggal diterimanya
berkas permohonan.

(3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah dapat membentuk tim
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah untuk
melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah.

Pasal 108

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan Daerah dapat melakukan peninjauan
lokasi atau objek Pajak dan/atau meminta dokumen penunjang selain
yang disyaratkan di dalam Pasal 106 ayat (1).

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan Daerah menyampaikan pertimbangan
kepada Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan berkas permohonan.

Paragrafl 4

Keputusan Tentang Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan
Pembayaran Atas Pokok Pajak, Dan/Atau Sanksinya

Pasal 109

(1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah paling lama
3 (tiga) bulan sejak diterimanya berkas permohonan  sebagaimana /
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dimaksud dalam Pasal 106 ayal (1) harus memberikan persetujuan atau
penolakan,

(2) Apabila dalam jangka waktu secbagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
terlampaui dan tidak ada keputusan, maka permohonan dianggap
diterima.

Pasal 110

(1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah menetapkan
keputusan tentang pengurangan, keringanan, pembebasan,
penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau
sanksinya paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya
permohonan secara lengkap.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. menerima seluruhnya;
b. menerima sebagian; atau
c. menolak,

(3] Keputusan menerima seluruhnya atau menerima sebagian permohonan
pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan
pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurul a dan huruf b berlaku untuk 1 (satu) kali
penetapan dalam masa Pajak.

{(4) Dalam hal Keputusan menyatakan menolak permohonan pengurangan,
keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran
atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya, maka disertai alasan penolakan.

Bagian Keenam Belas
Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak
Paragraf 1
Umum
Pasal 111

Atas permohonan Wajib Pajak, pemberian pembetulan dan pembatalan
ketetapan Pajak Daerah dapat diberikan pada seluruh jenis pajak meliputi:

a. membetulkan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB
yang tidak benar dalam penerbitannya; dan

b. membatalkan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB
yvang tidak benar.




Paragrafl 2

Pembetulan Ketetapan Pajak

Pasal 112
Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD
yang tidak benar secbagaimana yang dimaksud dalam Pasal 111 huruf a
meliputi:

a. kesalahan tulis antara lain kesalahan penulisan NPWPD, nama dan
Alamat wajib pajak;

b. kesalahan hitung antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan,
perkalian, dan/atau pembagian; dan/atau

c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang
undangan perpajakan daerah antara lain kekeliruan dalam pencrapan
taril dan sanksi administrasi.

Pasal 113

(1} Permohonan pembetulan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 112,
hanya dapat diajukan Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan
kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
fungsi penunjang pemerintahan bidang pendapatan Daerah.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan ketentuan:

a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh
Wayjib Pajak atau kuasanya dengan menggunakan Surat Permohonan
dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonan pembetulan

b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan;
c. melampirkan persyaratan:

1. fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/surat izin
mengemudi/paspor);

2. surat kuasa bermaterai cukup bagi vang dikuasakan; dan

3. data pendukung vang dapat menunjukan bahwa STPD, SPPT,
SKPD, SKPDKE, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB tersebut tidak
benar.

(3) Waktu penerimaan permohonan yang dijadikan dasar diterima atau
tidaknya permohonan Wajib Pajak adalah:

a. tanggal terima surat permohonan pembetulan dalam hal disampaikan
sccara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat
pelayanan Pajak; atau X




b. tanggal bukti penerimaan surat permohonan pembetulan dalam hal
disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir,

(4] Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
penerimaan permohonan pembetulan secara lengkap harus memberikan
keputusan atas permohonan pembetulan vang diajukan,

Pasal 114

(1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah vang menyelenggarakan fungsi
penunjang pemerintahan bidang pendapatan Daerah setelah menerima
sural permohonan pembetulan Pajak dan persyaratannya
bertanggungjawab menindaklanjuti permohonan  tersebut dengan
melakukan penelitian  terhadap permohonan Wajib Pajak yang
bersangkutan,

(2) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayal (1) Kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan flungsi penunjang
pemerintahan bidang pendapatan Daerah dapat membentuk tim vang
terdiri dari pejabat yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang Pajak
Daerah dan pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan
administrasi.

(3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim atau
Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau
keterangan yang diperlukan dari Wajib Pajak.

|4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dituangkan dalam
laporan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi
penunjang pemerintahan bidang pendapatan Daerah dan tembusan
kepada Bupati dan Wajib Pajak yang memohonkan pembetulan berupa
mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.

{3) Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memastikan STPD,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB tersebut benar atau
tidak benar untuk dilakukan pembetulan ketetapan atau tetap kepada
ketetapan yang sudah ada.

(6} Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada avat (5) Bupati
menerbitkan  keputusan menerima atau menolak permohonan
pembetulan Wajib Pajak.

(7) Apabila dalam jangka waktu & (enam) bulan Bupati tidak menerbitkan
keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan
dan diterbitkan keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib
Pajak yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak jangka waktu berakhir. 2
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Paragral 3

Pembatalan Ketetapan Pajak
Pasal 115

(1) Pembatalan STPD, SKPD, SKPDKE, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB
vang tidak benar sebagaimana vang dimaksud dalam Pasal 111 huruf b,
meliputi:

a. STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB ganda; b.
Objek Pajak tidak ada;

| b. ketetapan Pajak terutang dalam hal Objek Pajak terkena bencana
alam atau sebab lain yang luar biasa;

¢. Objek atau Subjek Pajak yang dinyatakan batal demi hukum;
dan/atau e. penetapan sebagai Wajib Pajak atas Objek Pajak yang
belum jelas diketahui Wajib Pajaknya.

(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
diajukan Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan atau secara
kolektif.

Pasal 116

{1) Permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wayjib Pajak atau kuasanya
secara perscorangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2),
dengan ketentuan:

a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib
Pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa indonesia dan
menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;

b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan;

¢. melampirkan persyaratan:

1. fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/surat  izin
mengemudi/ paspor];

2. sural kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan

3. data pendukung vang dapat menunjukan bahwa STPD, SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB tersebut tidak benar.

(2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara kolektil, dengan
ketentuan:

a. diajukan oleh kepala desa/lurah setempat: dan

b. melampirkan persyaratan data pendukung yang dapat menunjukkan
bahwa STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBET, SKPDN, atau SKPDLB
tersebut tidak benar.

(3) Waktu penerimaan permohonan yvang dijadikan dasar diterima atau
tidaknya permohonan Wajib Pajak adalah: JA
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a. tanggal terima surat permohonan pembatalan dalam hal disampaikan
secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat
pelayanan Pajak; atau

b. tanggal bukti penerimaan surat permchonan pembatalan disampaikan
melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa pengiriman lainnya.

{4) Bupati dalam jangka waktu paling lama & (enam)] bulan sejak tanggal
penerimaan permohonan pembatalan secara lengkap harus memberikan
keputusan atas permohonan pembatalan yang diajukan.

Pasal 117

(1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi
penunjang pemerintahan bidang pendapatan Daerah setelah menerima
surat permchonan  pembatalan Pajak dan  persyaratannya
bertanggungjawab menindaklanjuti permochonan tersebut dengan
melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak  yang
bersangkutan.

(2) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
pemerintahan bidang pendapatan Dacrah dapat membentuk tim vang
terdin dari pejabat yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang Pajak
Daerah dan pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan
administrasi.

(3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2], im atau
Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau
keterangan yang diperlukan dari Wajib Pajak.

(4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
laporan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi
penunjang pemerintahan bidang pendapatan Daerah dan tembusan
kepada Bupati dan Wajib Pajak yang memohonkan pembatalan berupa
mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memastikan STPD,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB terscbut benar atau
tidak benar untuk dilakukan pembatalan ketetapan atau tetap kepada
ketetapan yang sudah ada.

(6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayvat (5) Bupati
menerbitkan  keputusan menerima atau menolak permohonan
pembatalan Wajib Pajak.

(7} Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Bupati tidak menerbitkan
keputusan, permohonan pembatalan yang diajukan dianggap
dikabulkan dan diterbitkan keputusan pembatalan sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu berakhir. /
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Bagian Ketujuh Belas

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Paragrafl 1
Umum
Pasal 118

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan bidang
pendapatan Daerah,

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan:

a. jumlah pajak yang dibayarkan lehih besar dari pada jumlah pajak
atau terhutang;

b. telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak scharusnya terhutang;
dan

c. telah terjadi pembatalan transaksi Jual beli, khusus bagi BPHTB.

(3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun
sejak saat terhutang Pajak, kecuali bagi BPHTB, diajukan paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal pembatalan transaksi jual beli,

Pasal 119

(1] Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang besaran
pengembaliannya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (ima puluh juta
rupiah)  ditetapkan olch  Kepala Perangkat Daerah yvang
menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan bidang pendapatan
Daerah.

(2) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang besaran
pengembahannya lebih dari Rp. 50.000.000,00 {lima puluh juta rupiah)
ditetapkan oleh Bupati.

Paragral 2
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pasal 120

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
menyebutkan jumiah kelebihan pembayaran Pajak.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak snha_gaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupatli melalui He_pala
Perangkat Daerah yang menyclenggarakan [ungsi  penunjang
pemerintahan bidang pendapatan Daerah.
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Pasal 121

(1) Permohonan  pengembalian  kelebihan pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 120 harus mencantumkan alasan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118
avat (2).

(2] Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi
persyaratan sebagai berikul:

a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;

b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;

c. fotokopi identitas penerima kuasa;

d. bukti pembayaran pajak daerah asli;

e. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama Wajib Pajak; dan

I. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran pajak
lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f
scbagai persyaratan administrasi pengembalian kelebihan pembayaran
bagi BPHTB dengan alasan batal transaksi jual beli, berupa:

a. akta pembatalan;

b. surat pernyataan pembatalan jual beli yang dibuat dan ditandatangani
oleh masing-masing penjual dan pembeli yang dibubuhi materai;

¢. surat kematian bagi wajib pajak dengan alasan batal transaksi yang
disebabkan Wajib pajak meninggal dunia

Pasal 122

(1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi
penunjang pemerintahan bidang pendapatan Daerah setelah menerima
sural permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan
persyaratannya bertanggungjawab menindaklanjuti permohonan tersebut

dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak yang
bersangkutan.

(2) Kepala Perangkat Daerah vang menyelenggarakan fungsi penunjang
pemerintahan bidang pendapatan Daerah melakukan pemeriksaan
berkas permohonan paling lama 1 |satu) bulan sejak tanggal diterimanya
berkas permohonan secara lengkap dan benar.

(3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayal (1) Kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan  fungsi penunjang
pemerintahan bidang pendapatan Daerah dapat membentuk tim yang
terdiri dari pejabat yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang Pajak

Daerah dan pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan
administrasi. /
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(4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim atau
Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau
keterangan yang diperlukan dari Wajib Pajak.

(5] Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
laporan kepada Kepala Perangkat Dacrah yang menyelenggarakan fungsi
penunjang pemerintahan bidang pendapatan Daerah dan tembusan
kepada Bupati dan Wajib Pajak yang memohonkan pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak berupa mengabulkan atau menolak
permohonan Wajib Pajak.

{6) Kkeputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pajak diberikan
paling lama 12 {dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.

(7] Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan retribusi diberikan
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.

(8) Apabila jangka waktu sebagaimana maksud pada ayat (6) dan ayat (7)
telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 123

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121
dikabulkan Kepala Perangkat Dacrah yang menyelenggarakan fungsi

penunjang pemerintahan bidang pendapatan Daerah menerbitkan
SKPDLB.

(2) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Keputusan.

Pasal 124

(1} Dalam hal wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk
melunasi hutang pajak lainnya tersebut.

{2) Dalam hal perhitungan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
menunjukan adanya kelebihan pembayaran pajak, kelebihan
pembayaran pajak dicantumkan dalam SKPDLB.

(3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menunjukan tidak ada selisih pembayaran pajak, diterbitkan SKPDN.

{4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menunjukan  adanya kekurangan pembayaran pajak, diterbitkan
SKPDKBT.

(5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Wajib Pajak dapat menyumbangkan kelebihan pembayaran
Pajak ke Pemerintah Daerah. /
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Pasal 125

{1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
pemerintahan bidang pendapatan Daerah mengirimkan SKPDKB kepada
Kepala perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang
pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah selaku Bendahara
Umum Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak
diterbitkannya SKPDKB.

(2) Kepala perangkat daerah yang menjalankan urusan penunjang
pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Dacrah selaku Bendahara
Umum Daerah menerbitkan:

a. suratl perintah membayar kelebihan pajak dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB untuk
pengembalian kelebihan pembayaran tahun sebelumnya;

b. nota debit kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB untuk
pengembalian kelebihan pembayaran pada tahun yang sama.

(3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan
imbalan bunga sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) setiap bulan
atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebagairnana dimaksud
pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi
penunjang pemerintahan bidang pendapatan Daerah memberikan
keputusan imbalan bunga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 3
Penatausahaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pasal 126

Penatausahan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilaksanakan
sebagai berikut:

a. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi pada tahun yang
sama dengan lahun pembayaran pajak dibebankan pada anggaran
pendapatan pajak melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima
pada tahun anggaran berjalan; atau

b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi pada tahun
sesudah tahun pembayaran pajak dibebankan pada anggaran belanja
tidak terduga.




Bagian Kedelapan Belas
Opsen
Paragraf 1
Pemungutan
Pasal 127
(1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:

a. PKB;
b. BBNKB; dan
c. Pajak MBLB.

(2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufl a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk

kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah
Daerah.

{3) Besaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif Opsen PKB dan tarif Opsen BBNKB sebesar 66%
(enam puluh enam persen) dengan PKB dan BBNKB terutang.

(4) Besaran Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan taril Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dengan Pajak MBLB terutang.

I5) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang
schbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan
Pemungutan Pajak terutang dari PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB.

(6) Pelaksanaan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragral 2
Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB
Pasal 128

{1} Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) yang ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dicantumkan di dalam SKPD.

(2] Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BENKB membayvar Pajak terutang
menggunakan SSPD berdasarkan SKPD.

(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penelapan  dan
pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan pcrundang-undﬂnganL
mengenal sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
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(4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNEB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran
PKB dan BBNKB ke kas Dacrah provinsi.

(5] Penetapan, pembayaran dan penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB
dilaksanakan scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB
Pasal 129

(1} Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (4) dilakukan bersamaan
dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.

(2] Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ke kas Daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak
MBLB ke kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.

(3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan,

(4] Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan
sanksi administratil atas Opsen Pajak MBLB.

{(5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan
schagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian
Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari
kerja.

(6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicanlumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Paragraf 4
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB
Pasal 130

Pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Paragrafl 5
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB
Pasal 131

(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB
kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB

termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen
Pajak MBLB.

(2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat
(1} disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLE. A
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(3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2] disampaikan
kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.

(4) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Opsen pajak MBLB
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Sinergi Pemungutan Opsen
Pasal 132
(1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
a. PKB dan Opsen PKB; dan
b. BBNKB dan Opsen BENKB,
Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.

(2] Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak
MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah
provinsi.

{3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa sinergi
pendanaan untuk biava yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen
PKB, BBNKB, Opscn BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau
bentuk sinergi lainnya.

(4) Tata cara sinergi pemungutan opsen dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bagian Kesembilan Belas
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data
Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 133

(1) Bupati dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak
dengan:

a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
c. pihak ketiga.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau  informasi
perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;

e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber
daya manusia di bidang perpajakan;

f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak keliga; dan

g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan
didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan
publik serta saling menguntungkan.

(3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.

(4) Kerja sama yang dapal dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi bentuk kerja sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 134

(1) Dalam melakukan kerja sama scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
Bupati dapat mengajukan penawaran kerja sama dan/atau menerima
penawaran kerja sama dengan pihak yang dituju.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dituangkan
dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang
disepakati para pihak.

(3) Khusus untuk bentuk kerja sama scbagaimana dimaksud dalam Pasal
133 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditletapkan oleh
Bupati bersama mitra kerja sama.

(4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

a. subjek kerja sama;

b. maksud dan tujuan;

c. ruang lingkup;

d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
e. jangka waktu perjanjian

f. sumber pembiayaan;

g. penyelesaian perselisihan; /




(1]

(2}

h. sanksi;
1. korespondensi; dan
j- perubahan.
Paragraf 2
Pemanfaatan Data Pajak
Pasal 135

Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Bupati dapat meminta
data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana
komunikasi elektronik vang digunakan untuk transaksi perdagangan.

Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau
Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 136

Tata cara pemungutan Retribusi meliputi:

a,

b.

pemungutan Retribusi;
pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga;

pemeriksaan Retribusi;

. kedaluwarsa penagihan Retribusi;

penghapusan piutang Retribusi;
keberatan Retribusi;

pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan
pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya; dan

. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi. /£
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Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi
Paragrafl 1
Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemungutan
Pasal 137
(1} Bupati berwenang melakukan pemungutan atas golongan Retribusi:
a. Jasa Umum;
b. Jasa Usaha; dan
¢. Perizinan Tertentu.

(£) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah atau BLUD yang bertanggung jawab melaksanakan
layanan atau ditunjuk Bupati sebagai pemungut atau pengelola
Retribusi.

Pasal 138

(1) Perangkat Daerah atau BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137
ayal (2) bertanggung jawab untuk:

a. melakukan inventarisasi, menghitung potensi objek dan target
pendapatan Retribusi;

b. membahas hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dengan tim anggaran Pemerintah Daerah;

¢. menetapkan pejabat dan staf pengelola Retribusi yang minimal
bertugas:

1. melakukan penghitungan besarnya Retribusi; dan
2. melaksanakan pengelolaan dan penagihan Retribusi; dan

d. melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan pemungutan
Retribusi secara periodik kepada Bupati melalui Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang pendapatan Daerah.

[2] Penetapan pejabat dan staf sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf ¢
dengan Keputusan Kepala Perangkat Dacrah atau pimpinan BLUD.,

Pasal 139

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan Daerah bertanggung jawab sebagai
koordinator dalam pemungutan Retribusi.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: /




a. fasilitasi kepada sctiap Perangkat Daerah atau BLUD penghasil atau
pengelola Retribusi dalam penetapan target penerimaan Retribusi;

b. pembinaan dan monitoring pemungutan Retribusi oleh Perangkat
Daerah atau BLUD:;

c. evaluasi terhadap Perangkat Daerah atau BLUD dalam
melaksanakan pengelolaan dan penagihan Retribusi; dan

d. penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan dan penagihan
Retribusi kepada Bupati minimal 3 bulan sekali.

Paragral 2
Dokumen Pemungutan
Pasal 140

(1} Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(£) SKRD harus ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah atau
pimpinan BLUD penghasil atau pengelola Retribusi atau pejabat yang
berwenang.

(3) Ketentuan mengenai bentuk dan format SKRD sebagaimana dimaksud
dalam pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yvang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 141

(1} Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
140 ayat (1) meliputi:

a. karcis:
b. kupon; atau
c. kartu langganan.

(2] Bentuk, isi dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus atas persetujuan Bupati melalui Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang pendapatan Daerah.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
minimal memuat:

a. logo Daerah;

b. nomor dan seri:

c. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang
menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi: dan

d. cap dan tanda tangan Bupati atau pejabat vang hem-mang/
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(1]

(2]

(3)

(4]

Pasal 142

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
141 dinyatakan sah apabila telah mendapatkan legalisasi/ perforasi
berupa tanda atau sejenisnya dari Perangkat Dacrah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
pendapatan Dacrah.

Sctiap Perangkat Daerah atau BLUD penghasil atau pengelola Retribusi
harus mengajukan permohonan legalisasi/perforasi kepada Bupati
melalui  kepala Perangkalt Daerah yang menyelenggarakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah,

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
a. jenis dan jumlah dokumen lain yang dipersamakan;

b. nilai nominal;

c. nomor dan seri; dan

d. keterangan lain yang dianggap perlu,

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan Daerah bertanggung jawab mencatat
alau membukukan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Paragrafl 3
Sistem Pembayaran Retribusi

Pasal 143

Pembayaran Retribusi dilaksanakan dengan cara;

a. sistem pembayaran tunai; atau

b. sistem pembayaran nontunai.

1]

(2}

Pasal 144

Sistem pembayaran tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143
huruf a dilakukan melalui pembayaran langsung (direct payment).

Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui:

a. secara langsung dengan petugas yang berwenang di tempat layanan;
b. loket pembayaran;

c. bank;

d. koperasi;

¢, lembaga keuangan lainnya; atau 4
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f. kantor pos.

(3) Bukti pembayaran Reiribusi yang diterima Wajib Retnbusi untuk
pembayaran langsung meliputi kuitansi, slip, resi atau struk.

Pasal 145

(1) Sistem pembayaran nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143
huruf b dilakukan melalui pembayaran elektronik (electronic payment).

{2) Pembayaran nontunai scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. anjungan tunai mandiri;
b. kartu kredit;

c. debit;

d. mobile payment,

e. e-money; atau

[. mobile banking.

(3) Bukti pembayaran Retribusi yang diterima Wajib Retribusi untuk
pembayaran elektronik meliputi slip, resi atau struk.

(4) Selain bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga termasuk
notifikasi pembayaran melalui perangkat terkait yang terlebih dahulu
terverifikasi oleh petugas yang berwenang.

Pasal 146

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

(1) Perangkal Daerah vang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan Daerah bertanggung jawab dalam
penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung dan
mewujudkan sistem pembayaran nontunai.

(2) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga
Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga
Pasal 148

(1) Bupati dapat melaksanakan kerja sama Daerah dgngan pihak ketiga
dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi.
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(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan Daerah secara terkoordinasi dengan
unit kerja sekretariat Dacrah bidang (organisasi bertanggung jawab
dalam memfasilitasi kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
untuk kegiatan:

a. penghitungan dan penetapan besarnya Retribusi vang terhutang;
b. penagihan dan penyetoran:
c. pengendalian pemungutan; dan
d. pengawasan penyetoran Retribusi.
Pasal 149

(1) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan
pemungutan Retribusi dilakukan dalam bentuk pemberian pelayanan
jasa atau pelayanan pemakaian aset Pemerintah Daerah.

{2) Hasil pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga harus disetorkan kepada
bendahara penerimaan setiap hari secara tunai atau nontunai atau
dalam jangka waktu tertentu secara sekaligus kecuali ditentukan lain di
dalam ketentuan kerja sama Daerah.

(3) Taal cara kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Retribusi
Paragral 1
hewenangan dan Tanggung Jawab Pemeriksaan Retribusi
Pasal 150

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam

rangka melaksanakan kelentuan peraturan perundang-undangan  di
bidang Retribusi.

(2] Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
pemeriksa Retribusi, yang terdiri dari:

a. aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Dacrah; dan/atau

b. tenaga ahli,

yang ditunjuk Bupalti. A




{3) Pemeriksa Retribusi sebagaimana dimaksud pada aval (2] ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 151

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan Dacrah bertanggung jawab dalam
memiasilitasi dan melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan
pemeriksaan Retribusi.

Paragrafl 2
Subjek dan Dasar Pemeriksaan Retribusi
Pasal 152
Pemeriksaan Retribusi dilakukan kepada:
a. Wajib Retribusi; atau
b. pejabat danjatau petugas pemungut.
Pasal 153
(1) Pemeriksaan Retribusi dilakukan berdasarkan:

4. permintaan atau permohonan Perangkat Daerah atau BLUD penghasil
dan/atau pengelola Retribusi:

b. hasil pemantauan dan evaluasi:
c. laporan dari pihak ketiga: atau
d. pengaduan masyarakat.

[2) Pengaduan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan
dengan cara:

a. langsung; dan
b. tidak langsung.

(3) Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufl a
dilakukan dengan mengisi formulir pengaduan di Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
pendapatan Daerah.

(4) Pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah pengaduan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
pendapatan Dacrah menggunakan:

a. sural;
b. sistem dalam jaringan; atau

¢. sistem berbasis aplikasi. A
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(3} Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melampirkan
dokumen pendukung yang meliputi:

a. identitas pengadu; dan
b. dokumen pendukung lainnya.

(6) Ketentuan mengenai bentuk dan format Formulir pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Bentuk Pemeriksaan Retribusi
Pasal 154
Pemeriksaan Retribusi dilaksanakan dalam bentuk:
a. pemeriksaan sederhana; atau
b. pemeriksaan lengkap.
Pasal 155

{1) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf a
dilakukan di lapangan yaitu pemeriksaan vang dilakukan di tempat
usaha, tempat kegiatan atau domisili Wajib Retribusi, pejabat dan/atau
petugas pemungul.

(2) Pemeriksaan sederhana scbagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
pemeriksaan atas laporan, dokumen pendukung atau bukti transaksi
yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penvetoran Retribusi,

Pasal 156

(1) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf b
dilakukan di:

a. lapangan; dan
b. kantor.

() Pemeriksaan di kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
yaitu pemeriksaan yang dilakukan di gedung kantor Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan [ungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
pendapatan Daerah.

(3] Pemeriksaan lengkap scbagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
pemeriksaan atas;

a. penyelenggaraan catatan akuntansi vang berkaitan dengan Retribusi;

b. dokumen penatausahaan dan laporan pembayaran dan/atau
penyetoran Relribusi; dan

¢. dokumen lain yang berkaitan dengan Ftr:trihus:i.ﬁ
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Pasal 157

(1) Pelaksanaan pemeriksaan Retribusi didasarkan pada pedoman umum

(2)

P
P

=

b

emeriksaan.
edoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
. ketentuan pemeriksa Retribusi:
. lata cara pemeriksaan;
. laporan akhir hasil pemeriksaan; dan
. tindak lanjut pemeriksaan.
Paragral 4
Ketentuan Pemeriksa Retribusi

Pasal 158

(1) Ketentuan pemeriksa Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157
ayat (2) huruf a meliputi:

a. kewajiban pemeriksa Retribusi:

b. kewenangan pemeriksa Retribusi; dan

C.

larangan bagi pemeriksa Retribusi.

{2) Kewajiban pemeriksa Retribusi meliputi:

a. menyampaikan surat perintah dan tanda pengenal kepada Wajib

Retribusi, pejabat dan/atau petugas pemungut;
menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan:

menyampaikan hasil pemeriksaan Retribusi kepada kepala Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan  bidang pendapatan Daerah untuk kemudian
disampaikan juga secara langsung kepada Wajib Retribusi, pejabat
dan/atau petugas pemungut;

. membuat laporan hasil pemeriksaan Retribusi;

melakukan pembinaan dalam pemenuhan kewajiban bagi Wajib
Retribusi, pejabat dan/atau petugas pemungul sesuai dengan hasil
temuan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dekumen lainnya yang dipinjam
paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil
pemeriksaan; dan

merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala
scsualu yvang diketahui atau diberitahukan kepadanya dalam rangka
pemeriksaan.
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(3] kewenangan pemeriksa Retribusi meliputi:

a. memanggil, memeriksa, melihat dan/atau meminjam buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, atau objek yang terutang Retribusi;

b. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan;

c. mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara
elektronik;

d. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak
dan/atau tidak bergerak vang diduga atau patut diduga digunakan
untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yvang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/ atau barang
yang dapat memberi petunjuk. tentang penghasilan vang diperoleh,
kegiatan usaha, atau objek vang terutang Retribusi;

e. guna kelancaran pemeriksaan, pemeriksa Retribusi dapat meminta
bantuan, antara lain berupa:

1. menyediakan lenaga dan/atau peralatan apabila dalam mengakses
data yang dikelola sccara elektronik memerlukan peralatan
dan/atau keahlian khusus; dan/atau

2. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan
lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat
banyak schingga sulit untuk dibawa ke Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
pendapatan Dacrah;

[. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu seria barang
bergerak dan/atau tidak bergerak; dan

g meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga
yang berhubungan dengan pemeriksaan.

(4) Larangan bagi pemeriksa Retribusi meliputi:

a. memiliki benturan kepentingan dengan Wajib Retribusi, pejabat
dan/atau petugas pemungut;

b. memanfaatkan status, kedudukan dan perannya selaku pemeriksa
Retribusi untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;

¢. memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk kepentingan pribadi,
seseorang, dan/atau golongan;

d. mempublikasikan hasil pemeriksaan sebelum diserahkan kepada
Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah:

dan /




e. memerintahkan dan/atau mempengaruhi dan/atau mengubah
temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan dan rekomendasi hasil yang
tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti yang diperoleh pada saat
pemeriksaan, schingea hasil atau laporan pemeriksaan menjadi tidak
objektif.

(5) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan scbagaimana dimaksud |
pada ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan |
peraturan perundang-undangan.

Paragral 5
Ketentuan Tata Cara Pemeriksaan
Pasal 159

Ketentuan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157
ayat (2) huruf b meliputi:

a. Perencanaan pemeriksaan

b. pelaksanaan pemeriksaan;

c. penolakan pemeriksaan;

d. tanggapan hasil pemeriksaan; dan

e. pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
Pasal 160

Perencanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf a
meliputi;

a. pemeriksa Retribusi menyampaikan surat pemberitahuan atau surat
panggilan kepada Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas pemungut
paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukannya pemeriksaan
sederhana atau pemeriksaan lengkap;

b. surat pemberitahuan atau surat panggilan kepada Wajib Retribusi,
pejabat danfatau petugas pemungut minimal memuat:

1. jadwal pemeriksaan;

2. data/informasi awal dibutuhkan atau yang perlu dipersiapkan oleh
Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas pemungut; dan

3. larangan untuk menyediakan uang, barang atau fasilitas lainnya baik
langsung maupun tidak langsung dari Wajib Retribusi, pejabat
dan/atau petugas pemungut yang terkait atau patut diduga akan
berkaitan dengan proses pemeriksaan;

c. surat pemberitahuan atau surat panggilan juga dapat disertai dengan
sural tugas atau surat perintah dari pemeriksa Retribusi;

d. dalam hal Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas pemungut
keberatan pada jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan di ﬁura’t{
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pemberitahuan atau panggilan maka pemeriksa Retribusi menjadwalkan
ulang pemeriksaan sesuai dengan kesepakatan; dan

- penjadwalan ulang pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf d hanya

untuk paling banyak 1 (satu) kali, selanjutnya maka keberatan Wajib
Retribusi, pejabat dan/atau petugas pemungut dalam pemeriksaan
dianggap sebagai penolakan.

Pasal 161

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b
meliputi;

a.

pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa Retribusi berdasarkan SP2 yang
ditetapkan oleh kepala Perangkat Dacrah yang menyelenggarakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah.

- pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa Retribusi dilakukan pada jam

kerja dan dalam hal tertentu dapat dilanjutkan di luar jam kerja.

apabila pada saat dilakukan pemeriksaan, Wajib Retribusi, pejabat
dan/atau petugas pemungut tidak ada di tempat, maka;

1. pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang
mewakili atau kuasanva; atau

2. ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya;

. pemeriksa Retribusi berjumlah minimal 2 (dua) orang atau dapat

dibentuk tim yang terdiri dari beberapa Perangkat Dacrah terkait atau
tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kenangan Daerah;

sebelum dilakukan pemeriksaan, pemeriksa Retribusi melaksanakan
komunikasi awal dengan Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas
pemungut untuk menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan, meliputi:

1. komposisi pemeriksa Retribusi sebagaimana yang lercantum dalam
sural tugas atau surat perintah:

tujuan;

lingkup;

» W N

rencana kegiatan;
5. waktu pemeriksaan;
6. kebutuhan dokumen: dan

7. hak, kewajiban dan larangan bagi Wajib Retribusi, pejabat dan/atau
petugas pemungut;

pemeriksaan dilakukan dalam bentuk:

1. pengumpulan bahan dan keterangan; /
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pengamatan atas kegiatan Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas
pemungut yang terkait dengan Retribusi;

pemeriksaan fisik untuk menguji kesesuaian dokumen dengan kondisi
rillnya; dan/atau

. konfirmasi kepada pihak ketiga untuk memastikan kebenaran data

vang diperoleh;

g. pemeriksa Retribusi melakukan analisis terhadap seluruh informasi dan
bahan hasil pemeriksaan: dan

h. temuan hasil pemeriksaan Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas
pemungut disampaikan oleh pemeriksa Retribusi kepada kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan Daerah dengan tembusan kepala

Perangkat Daerah atau pimpinan BLUD penghasil dan/atau pengelola
Retribusi.

Pasal 162

(1) Dalam hal Wajib Retribusi, pejabal dan/atau petugas pemungut
menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 170 huruf ¢ maka:

a.

Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas  pemungut  wajib
menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan:

apabila Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas pemungut menolak
menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, maka
pemeriksa Retribusi membuat berita acara penolakan yang
ditandatangani oleh pemeriksa Retribusi;

. Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas pemungut yang menolak

pemenksaan dapat dilakukan penghitungan tagihan Retribusi secara
jabatan dan/atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan

surat pernyataan penolakan atau berita acara penolakan menjadi
dasar penyusunan laporan akhir hasil pemeriksaan.

(2) Ketentuan mengenai bentuk dan format surat pernvataan penolakan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] tercantum dalam

Lampiran XXVl vyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan Bupati ini.

(3) Ketentuan mengenai bentuk dan format berita acara penolakan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran XXVII vang merupakan bagian tidak terpisahkan dan

peraturan Bupati ini. ﬁ




Pasal 163

(1) Tanggapan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159
huruf d meliputi:

a. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara hasil pemeriksaan dengan
ketentuan kewajiban Retribusi maka pemeriksa Retribusi menyusun
konsep hasil temuan pemeriksaan:

b. Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas  pemungut  wajib
memberikan  komentar/tanggapan tertulis atas temuan hasil
pemeriksaan kepada pemeriksa Retribusi paling lama 21 (dua puluh
satu) hari kerja sejak hasil temuan diterima yang dibuktikan dengan
tanda terima;

c. dalam hal Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas pemungut
menyetujui  hasil pemeriksaan, maka harus dibuat dalam surat
pernyataan persetujuan temuan hasil pemeriksaan:

d. dalam hal komentar/tanggapan tertulis tidak disampaikan sampai
dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka
Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas pemungut dianggap telah
menyetujui temuan hasil pemeriksaan:

€. lemuan pemeriksaan vang telah memperoleh komentar/tanggapan
dari Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas pemungul menjadi
dasar pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

{2) Ketentuan mengenai bentuk dan format surat pernyataan persetujuan
temuan hasil pemeriksaan scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢
tercantum dalam Lampiran XXVIIl yang merupakan bagian tdak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 164

Pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
159 huruf e meliputi:

a. pemeriksa Retribusi menyelenggarakan pembahasan akhir hasil
pemeriksaan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak
komentar /tanggapan atau batas waktu penyampaian
komentar/tanggapan dari Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas
pemungut diterima,;

b. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dihadiri cleh pemeriksa Retribusi

dan Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas pemungui serta dapat
mengikutsertakan Perangkat Daerah atau BLUD penghasil dan/atau

pengelola Retribusi;

c. pemeriksa Retribusi memfasilitasi kegiatan pembahasan akhir hasil
pemeriksaan dengan menyediakan tempat pertemuan dan mengirimkan
undangan kepada Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas pnmungul;/
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d. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilaksanakan ditempat yang
ditunjuk oleh pemeriksa Retribusi dengan mempertimbangkan jarak,
waktu dan anggaran yang tersedia;

e. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilaksanakan dengan agenda
menyampaikan:

1. pokok hasil pemeriksaan:
2. rekomendasi pemeriksa Retribusi: dan

3. tanggapan atau langkah atau kegiatan yang ditempuh oleh Wajib
Retribusi, pejabat dan/atau petugas pemungut atas temuan,
kesimpulan dan rekomendasi pemeriksa Retribusi;

[. hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan dibuatkan berita acara dan
ditandatangani oleh para pihak;

g. dalam hal Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas pemungut tidak
menghadiri kegiatan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tanpa alasan
yang jelas maka dianggap menyetujui seluruh temuan hasil pemeriksaan;
dan

h. hasil pembahasan pembahasan akhir hasil pemeriksaan merupakan
dasar penyusunan laporan akhir hasil pemeriksaan.

Paragrafl 6
Pelaporan Akhir Hasil Pemeriksaan
Pasal 165

Pelaporan akhir hasil pemeriksaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 159
ayat (2] huruf ¢ meliputi:

a. hasil dari pemeriksaan Retribusi sampai dengan pembahasan akhir hasil
pemeriksaan disusun oleh pemeriksa Retribusi dalam bentuk laporan
sccara lengkap, akurat, objektif, mevakinkan, jelas dan ringkas;

b. laporan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a harus
dapat dipertanggungjawabkan oleh pemeriksa Retribusi:

¢. dalam hal laporan akhir hasil pemeriksaan disusun berdasarkan surat
pernyataan penolakan pemeriksaan, jumlah tagithan Retribusi yang
terutang dihitung secara jabatan: dan

d. laporan akhir hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati melalui
kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah tembusan kepada
kepala Perangkat Daerah atau pimpinan BLUD penghasil dan/atau
pengelola Retribusi untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan
kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, L
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Paragrafl 7
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Pasal 166

Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157
ayat (2) huruf d meliputi;

a. pencrapan sanksi;
b. pemantauan; dan
c. penatausahaan.
Pasal 167
Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf a meliputi:

a. laporan akhir hasil pemeriksaan yang mencantumkan rekomendasi wajib
ditindaklanjuti olech Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas
pemungut;

b. Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas pemungut vang tidak
mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan
sanksi administratif berupa:

1. denda dalam bentuk bunga dan/atau imbalan bunga dengan
perseniasc lertentu sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati ini;

2. surat teguran atau sural peringatan lainnya:

3. penempelan;

4. penyitaan; dan/atau
5. pencabutan izin.

c. Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas pemungut dapat dikenakan
lebih dari 1 {satu) sanksi administratif:

d. terhadap dugaan unsur pidana di dalam perbuatan Wajib Retribusi,
pejabat dan/atau petugas pemungut maka diserahkan kepada pihak
Kepolisian sesuai dengan kewenangan;

e. penjatuhan sanksi administratif dilakukan berdasarkan tingkat
pelanggaran dan akibat pelanggaran yang disebabkan oleh Wajib
Retribusi, pejabat dan/atau petugas pemungut; dan

f. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk menjatuhkan sanksi
administratif di dalam Keputusan Bupati atau Keputusan pejabat vang
ditunjuk tersebut.,
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Pasal 168

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf b meliputi:

a.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan f[ungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan Daerah  bertanggung jawab
melaksanakan pemantavuan sccara periodik tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemantauan kepada Bupati; dan

hasil pemantauan menjadi dasar cvaluasi bagi pencabutan atau
penjatuhan sanksi lebih lanjut kepada Wajib Retribusi, pejabat dan/atau

petugas pemungut.
Pasal 169

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 hurul ¢ meliputi:

a.

(1)

(2}

(3)

(4)

(5]

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan  bidang pendapatan Daerah  bertanggung jawab
melaksanakan penatausahaan atas dokumen dan laporan akhir hasil
pemeriksaan beserta dokumen penting lainnya; dan

penatausahaan dapat dilaksanakan secara dalam jaringan sebagai
cadangan arsip.

Bagian Kelima
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi
Pasal 170

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa
sctelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung pada saat
terutangnya Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindakan
pidana di bidang Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lertangguh apabila:

a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa: atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tudak langsung,

Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kedaluawarsa penagihan
dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b yaitu pengakuan Wajib Retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi mengajukan
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permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan secara tertulis.

Pasal 171

Piutang yang sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan dengan Keputusan
Bupati.

Bagian Keenam
Penghapusan Piutang Retribusi
Paragraf |
Umum
Pasal 172

(1) Bupati berwenang melakukan penghapusan piutang Retribusi dengan
ketentuan:

a. untuk jumlah besaran piutang sampai dengan Rp5.000,000.000,00
(lima miliar rupiah); atau

b. dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah
besaran piutang lebih dari Rp5.000,000.000,00 (lima miliar rupiah),
PEr penanggung utang.

(£) Penghapusan piutang Retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. kewajiban pokok Retribusi:

b. bunga dan/atau denda administrasi yang lertunggak sampai dengan
tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah
tercantum dalam STRD;

c. surat keputusan pembetulan;

d. surat keputusan keberatan;

€. putusan banding; dan

f. surat putusan peninjauan kembali,

|3] Ketentuan mengenai bentuk dan format STRD scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XXIX yvang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 173

(1) Kewenangan melakukan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan Daerah; atau /
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b. tim penghapusan piutang Retribusi atau dengan sebutan lainnya.

(2) Dalam hal kewenangan penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan
oleh tim maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah bertanggung
jawab membentuk tim penghapusan piutang Retribusi atau dengan
sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Perangkat Daecrah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan Daerah:

b. Perangkat Daerah atau BLUD penghasil atau pengelola Retribusi:
¢. tenaga ahli; dan/atau
d. inspektorat Daerah.

(4) Susunan keanggotaan im sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
discsuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

(5) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan tim scbagaimana dimaksud
pada ayal (1) ditetapkan dengan Kepulusan Bupati.

Pasal 174

Wajib Retribusi penerima STRD dapat mengajukan penghapusan piutang
Retribusi kepada Bupati melalui:

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan Daerah; atau

b. tim penghapusan piutang Retribusi atau dengan sebutan lainnya.
Pasal 175
Penghapusan piutang Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Paragral 2
Alasan Penghapusan Piutang Retribusi
Pasal 176

(1) Piutang Retribusi dapat dihapuskan apabila piutang Retribusi tidak
dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

(2) Pilutang Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi
terdiriatas:

a. Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi meninggal dunia dengan tidak
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris:

b. Wajib Retribusi sebagai badan hukum telah bubar, likuidasi, atau
pailit dan penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan:

94




Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi tidak mempunyai harta
kekayaan lagi;

Wajb Retribusi/Penanggung Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi
untuk melunasi utang Retribusinya;

Wajib Retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana yang
dilakukan dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang
berwenang;

Wajib Retribusi terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari
berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari
instansi yang berwenang;

hak untuk melakukan penagihan plutang Retribusi
sudahkadaluwarsa;

dokumen sebagai dasar penagihan piutang Retribusi tidak ditemukan
disebabkan force majeure;

hak Dacrah untuk melakukan penagihan piutang Retribusi tidak
dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu schubungan dengan
adanyva perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan
vang ditetapkan oleh Bupati, dan

Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi tidak dapat diketemukan lagi
karena:

1. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi pindah alamat dan tidak
mungkin diketemukan lagi; atau

2. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya.

Paragrafl 3
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 177

(1) Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan BLUD penghasil atau pengelola
Retribusi menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi
dan daftar cadangan penghapusan piutang Retribusi kepada Perangkat

Daerah atau tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) setiap
akhir tahun.

(2) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:

.

b.

nama subjek Retribusi dan/atau penanggung Retribusi:
alamat objek Retribusi dan/atau penanggung Retribusi;

nomor objek Retribusi;

. tahun retribusi: ﬂ
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e. jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan
dicadangkan untuk dihapuskan;

f. tindakan penagihan yang pernah dilakukan dengan alasan
dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

Pasal 178

(1) Perangkat Daerah atau tim scbagaimana dimaksud dalam Pasal 173
ayat (1) melakukan penclitian terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam
dafltar usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1).

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati dalam bentuk laporan penelitian,

(3) Laporan penelitian scbagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal
memualt:

a. nama Subjek Retribusi dan/atau penanggung Retribusi;
b. nama Objek Retribusi dan/atau penanggung Retribusi;
¢. nomor pokok Wajib Retribusi;

d. nomor dan tanggal STRD;

¢. tahun Retribusi;

f. besarnya piutang Retribusi vang akan dihapuskan atau yvang akan
dicadangkan untuk dihapuskan;

g tindakan penagihan vang pernah dilakukan:

h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;gambaran
Wajib Retribusi dan piutang Retribusi yang bersangkutan, schagai
dasar untuk menentukan besarnya Piutang Retribusi Daerah yang
tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan: dan

i. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
Pasal 179

(1) Kepala Perangkat Daerah atau ketua tim sebagaimana dimaksud dalam
dalam Pasal 173 ayat (1) mengajukan permohonan penghapusan piutang
Retribusi kepada Bupati berdasarkan laporan penelitian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 178 avat (2).

{2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang telah
disetujui olch Bupati kemudian ditetapkan sebagai dafitar usulan
penghapusan piutang Retribusi di dalam Keputusan Bupati.Bagian
Ketujuh Keberatan Retribusi

Pasal 180

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD
kepada Bupati melalui Perangkal Daerah yang menyelenggarakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah.
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(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3
(tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKRD, kecuali Wajib Retribusi
menunjukkan bahwa jangka waktu 3 (tiga) bulan itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Keberatan sebagimana dimaksud pada ayat (2) harus:
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

b. disertai alasan yang jelas dan dilengkapi bukti pendukung yang dapat
membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi: dan

c. melampirkan perhitungan besarnya Retribusi menurut perhitungan
Wajib Retribusi.

Pasal 181

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan Dacrah mengajukan usulan kepada
Bupati berdasarkan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 180.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada avat (1) disertai dengan
pertimbangan mengenai:

a. menerima seluruhnya atau scbagian;

b. menolak; atau
¢. menambah besarnya Retribusi terutang.
Pasal 182

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
tanggal permohonan keberatan diterima harus memberikan persetujuan
atau penolakan.

(2) Apabila dalam jangka waktu 6 {enam) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Bupati belum atau tidak memberikan persetujuan  atau
penolakan, maka permohonan keberatan dianggap diterima atau
disetujui sesuai dengan perhitungan Wajib Retribusi,

(3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1
ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 14 [empat belas) hari
kerja sejak tanggal persetujuan atau penolakan dikeluarkan.

Bagian Ketujuh

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Dan Penundaan Pembayaran Atas
Pokok Retribusi, Dan/Atau Sanksinya

Pasal 183

(1) Bupati, Kepala Perangkat Daerah yang menyclenggarakan fungsi unsur
penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah atau
Pimpinan BLUD penghasil atau pengelola Retribusi dapat memberikan
keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran
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atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya dengan memperhatikan
kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi,

(2) Ketentuan mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 110
berlaku secara mutatis mutandis terhadap keringanan, pengurangan,
pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi,
dan/atau sanksinya.

Bagian Kedelapan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Pasal 184

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah vang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
pendapatan Daerah,

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diajukan secara

tertulis paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pembayaran
yang lertera dalam SSRD.

[3] Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) harus memuat:
a. jumlah kelebihan pembayaran Retribusi:
b. fotokopi identitas pemohon vang masih berlaku;

c. sural kuasa dan fotokopi identitas penerima kuasa bagi yang
dikuasakan;

d. S8RD asli;
e. lotokopi nomor rekening atas nama Wajib Retribusi: dan

[. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
lainnya yang sah

(4] Ketentuan mengenai bentuk dan format SSRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 185

(1) Perangkat Daerah yvang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan Daerah melakukan pemeriksaan
terhadap Wajib Retribusi dan Objek Retribusi atas dasar permohonan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 184.

(2) Apabila berdasarkan  hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa
permohonan dapat diterima atau disetujui, Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang /
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pendapatan Daerah atas nama Bupati menerbitkan SKRDLB dalam

jsfnglz:a waktu paling lama 1 [satu) bulan terhitung sejak permohonan
diterima atau disetujui.

{3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {2) telah
terlampaui dan tidak ada keputusan, maka permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan,

[4) Ketentuan mengenai bentuk dan format SKRDLB sebagaimana dimaksud
pjada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 186

(1) Apabila Wajib Retribusi memiliki utang Retribusi lain, maka kelebihan

pembayaran dalam SKRDLB langsung diperhitungkan untuk melunas;
utang tersebul.

(2) Perangkat Daerah yYang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemeriniahan bidang pendapatan Daerah menerbitkan surat perintah
membayar paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkan SKRDLE
untuk melaksanakan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi. ‘

{3) Apabila jangka wakty scbagaimana dimaksud pada ayat (2] terlampaui
dan belum dibayarkan kelebihan pembayaran Retribusi, maka Bupati
melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah memberikan imbalan

bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan atas
keterlambatan tersebut.,

Pasal 187

(1) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Retribusi secara tunai, maka kepala Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang pendapatan Daerah melakukan proses pembayaran
pengembalian disertai lampiran SKRDLB.

(2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Retribusi wuntuk diperhitungkan sebagai
pembayaran Retribusi berikutnya, maka kepala Perangkat Dacrah yang
menvelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
pendapatan Dacrah menyampaikan SKRDLB kepada Wajib Retribusi.

Pasal 188

{1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun
vang sama dengan tahun pembayaran Retribusi dibebankan pada

anggaran pendapatan Retribusi melalui pengurangan pendapatan yang
telah diterima pada tahun anggaran berjalan.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun
sesudah tahun pembavaran Retribusi dibebankan pada anggaran belanja

tak terduga.




Pasal 189

Wajib Retribusi dapat menyumbangkan kelebihan pembayaran Retribusi
kepada Pemerintah Daerah melalui kas Daerah sesuai dengan kesepakatan.

BABV

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 190

(1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas
kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya
tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektil
Daerah.

|2) Pemerintah  Dacrah mengalokasikan penerimaan Retribusi kepada

Perangkat Daerah penghasil Retribusi paling sedikit 10% (sepuluh
persen) dari realisasi penerimaan hasil Retribusi.

(3) Alokasi hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

berikutnya dan dimasukkan pada daftar isian pelaksanaan anggaran
perangkat daerah penghasil Retribusi.

BAB V1

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 191

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Belu Nomor PPKAD.973/01/VI/2011 Tahun
2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

2. Peraturan Bupati Belu Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2018
Nomor 62);

3. Peraturan Bupati Belu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Pajak Daerah Yang Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak
(Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2018 Nomor 63);

4. Peraturan Bupati Belu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penghapusan
Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah
kedaluarsa (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 09);
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S. Peraturan Bupati Belu Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Berita Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 18);

6. Peraturan Bupati Belu Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan
Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 19);

7. Peraturan Bupati Belu Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 20);

8. Peraturan Bupati Belu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita
Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 21};

9. Peraturan Bupati Belu Nomor 22 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Lavanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gabriel Manek, SVD |
Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 21);

10. Peraturan Bupati Belu Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Belu
Tahun 2024 Nomor 23);

11.Peraturan Bupati Belu Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan
Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha
Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 24);

12. Peraturan Bupati Belu Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan (Berita Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Belu Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas
Keliling, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan dan Pos Bersalin (Berita
Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 26);

14, Peraturan Bupati Belu Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan
Hewan Ternak (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 27);

15. Peraturan Bupati Belu Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah
|Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 28);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |




Pasal 1492

Peraturan Bupat inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar sctiap orang mengelahuinya, memerintiahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu

Mhtetapkan di Atambua,

JEEal EY Desember 20024
'i'-.ﬁ DAERAH KABUPATEN BELU, J,




LAMFPIRAN | PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 92 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

1. Nilai Perolehan Air Tanah Untuk Kelompok | Pengguna Air Tanah

- BOBOT AIR TANAH HARGA | NILAI
| KOMPONEN PERUNTUKAN DAN | KOMPONEN KOEFISIEN | AIR PEROLEHAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA | BOBOT BAKU |AIR  TANAH
AIR AIR TANAH | [Rp/m?) | (Rp/m?)
| KLASIFIKAS] KOEFISIEN | 40% | BOBOT | 60% | [AJH B I (A+B)x(C)
VOLUME  PROGRESIF (Al (1)
AIR (m)
N 1 .| es 13,20 17.160,00 |
9| 5.4 9,0 11.700,00
0-50 9,00 3,60 EYN 6,0 - 7.800,00
, 1| 0,6 4,20 5.460,00
51 - 500 13,50 5,40 16| 06 15,00 19.500,00
i 9| 54 10,80 14.040,00 |
[ a| 24 7.80 | ~ 10.140,00 |
1| 06 &,00 7.800,00
501- 1.000 | 2025 .10 6] 6.5 17.70 ~23.010,00 |
= [ 8a&] 13,50 17.550,00 |
4| 24 10,50 | 13.650,00
1| 06 70| ¥ {13000
1.001-2.500 | 30,38 12,15 6| 956 21,75 2827500
— 9| &% 1758 2281500
24 14,55 | 18.915,00
| T T ) 1657500
2,500 45,56 18,22 | 18| 956 27,82 36.166,00
9| 5.4 23,62 30, 706,00
4| 24| 2082 26, 806,00
L . || I 1| 06] 18,82 24.466,00

/
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2. Nilai Perolehan Air Tanah Untuk Kelompok 11 Pengguna Air Tanah

| BOBOT AIR TANAH | HARGA [ NILAT
KOMPONEN PERUNTUKAN DAN | KOMPONEN KOEFISIEN | AIR PEROLEHAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA | BOBOT | BAKU |AIR  TANAH
| AIR AIR TANAH | (Rp/m? | (Rp/m?)
KLASIFIKASI KOEFISIEN [ 40% | BOBOT | 60% | (A} R) i< (A+B)x(C)
VOLUME JGRESIF | () (B
| AIR {m?) [
[ =1 o 6] 96] 120  16.120,00 |
| 5| 54 820 | 10.660,00
| 0- 50 | 7,00 280 [ & [ F7 1 520 T 6.760.00
| 1| 06 3,40 4.420,00
(51-500 10,50 [420 | 18] 9& — 13,80 | T 17.540,00
| | 97 &4l 9,60 ] 12.480,00
.' 4| 24| 660 [ B.580,00 |
! _I_ 1| 0B8] 3,80 | 6.240,00 |
I'_I - 1.D00 i'ts.?s 6,30 . 96| 15.9'1j"| 20.670,00
| 9] 54 :1,:3| = ls.mu.mi
| 4 24 ByQ | * 11.310,00 |
| = B 06| 6,90 | "B.970,00 |
| 10012500 iza,ﬁa 9,45 6| 96 19,05 | [ 24.765,00 |
3 9| sa 14,85 | T 19.305,00
| 4 28] 11,85 | 15.405,00
| 1 I__u.h1 T 10,05 | 13.065,00
>2.500 35,44 14,18 6 | 5.6 33,78 | 30.914,00
! | 9] 54 19,58 | [ 25.454,00
| | — a4l 34 16,58 | [ 21.554,00 |
| | i_l 06 14,78 |__ 19.214,00
102




3. Nilai Perolehan Air Tanah Untuk Kelompok Il Pengguna Air Tanah
' BOBOT AIR TANAH ~ |HARGA | NILAI
KOMPONEN PERUNTUKAN DAN | KOMPONEN KOEFISIEN | AIR PEROLEHAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA | BOBOT BAKU |AIR  TANAH
AIR AIR TANAH | (Rp/m?) | (Rp/m?)
KLASIFIKASI KOEFISIEN |[40% |BOBOT |60% | (AF(B) | (C) A+ BxiC)
VOLUME  PROGRESIF | e
AIR {m?)
= | e 9| 1180 15.080,00
G| 54 7,40 | 9.620,00
0- 50 | 5,00 2,00 4| 24 3,40 5.720,00
| | 05 | 2,60 3.380,00
51 - 500 7.50 3,00 16| 96| 12,60 16.380,00
| 9| 54 8,40 10.920,00
il 24 5,40 7.020,00
1| 08 3.60 [ 4.680,00 |
|501-1.000 | 11,25 850 | 16| 96| 1410 T 18.330,00
9 54 9,00 | |-300 12.870,00
' & 24| B.50 8.970,00
1| 08| 5.10 [ 6.630,00 |
[1.001-2.500 | 16,88 6,75 6| 96| 16,25 21.255,00
I o 54 12,15 | 15.795,00
| 4| 24 9,15 11.895,00
4 06 7,35 9.555,00 |
>2.500 35,31 10,12 6] 06| 19,72 25.636,00
[ 9| 54 15,52 [ 20.176,00 |
I al 24 12,52 16.276,00

1| 06 10,72 | T 13.936,00 /
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4. Nilai Percolehan Air Tanah Untuk Kelompok IV Pengguna Air Tanah

BOBOT AIR TANAH HARGA | NILAI
HOMPONEN PERUNTUKAN DAN | ROMPONEN ROEFISIEN AIR PEROLEHAN
| PENGELOLAAN SUMBER DAYA | BOBOT BAKU |AIR  TANAH
AlR AIR TANAH | (Rp/m?) | (Rp/m?)
KLASIFIKASI KOEFISIEN | 408 |BOBOT | 60% | (A)+( B) (< A+ B C)
VOLUME RESIF | (4) iB)
AIR {m?)
R s __1'5‘“ 9.6 10,80 | 1404000
9| 54 6,60 B.580,00
0 - 50 3,00 1,20 [ a| 24 3,60 4.680,00
1| 06 1,80 2.340,00
51 - 500 4,50 1,80 m'l 9.6 11,40 | 14.820,00
9| 54 7,20 5. 360,00
4| 24 4,20 | 5.460,00
1 06 2,40 3.120,00 |
'501-1.000 | 6,75 [ 2,70 16| 96 12,30 | 15.990,00
9] 54 8,10 1300 10.530,00
. ' i| 24 5,10 6.630,00
a 1| o6| 330  4.290,00
1.001-2.500 | 10,13 4,05 16 96 13,65 17.745,00
S 5.4 9,45 [ 12.285,00
4| 24 £.45 8.385,00
1| 06 T 465 T 6.045,00
~2.500 15,10 6,08 6] 05 15,68 30.384,00
~ 9| 54 11,48 T 14.924,00
4| 24 8,28 11.024,00

i 1] 06 6,68 8.684,00 /
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5. Nilai Perolehan Air Tanah Untuk kelompok V Penppuna Air Tanah

HOBOT AIR TARAIL HARGA | NiLaj |
KOMPONEN PERUNTURAN DAN | KOMITINER KDEFISIEN | AlR PERCILEHAN
PENGELOLAAN BUMBER DAYA | B0 BAKL AR TANAH |
IR AIR TANAH | (Rp/m? | {Rp/m?)
KLASIFIKASI WOEFIRIEN | 40%  DoBaT | el A1+ i [A+Hx[C)
VOLUME FPRUGRESHE | jay L i
AR 'm) I I
[ [ B ug | 10,00 13 O, 00
=y ] 5 M FEA000 |
0 - Ry 1,0%0 0441 ! 14 | 7 B 1640 00 |
=T LA I 1,00 | 300,00 |
51 - BO0 [T.50 [o60 | B g | 10,2 13.260.00 |
! a1 54| 6,00 | T 7 A00.00 |
I ¥ i IR LR EER
| o8] 1,20 T 1.%80,00
500 - 1000 | 235 080 | ] -lhi 1050 1 650,00 |
2 sal— b0 | b H_ [T 00 |
i i 24 1,30 4390, 1K
""i 1,50 | .950,00
LO01-2.500 | 338 |13 T B e T4 235,00 |
9 14 { b, TS BTS00
| 241 1,75 T AHTH.O0
0.6 | 1 Y5 2538 00
>3, 500 506 | 202 iw| G&| 1162 ~ 15 106,00 |
| 7.42 oG 00 |
: b4 | 443 5. T4 O
| 1.5 | 2 s (W
Keterangan:

Perhitungan Nilai Perolelan Air Tanah ditutung dengan berpedoman pada

rumus vang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur

Momor 48 Tahun 2018 Tentang Milai Perolehan Air Tanah di Provinsi Nusa

Tenggara Timr
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LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 32 TAHUN 2024
TANGOAL - 23 DESEMBER 2024

BENTUR DAN FORMAT
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

KiIP SURAT PEMESRINTAN DAERAL

SURAT HETETAPAN PAJAK DAERAH

[BHPD)
Momor

i.  Mama Wajits

Pojak

Alnmar

RT, RW...... Kode Pos

] SN
4 MIEPD

A lediin Fajak

. Mems Ok
Pkl

! Alprnan Ubjek
Prijmlk

B Maza Pajak

9, Tehun Pugink

100 Jwiul Torm
Fembayvaran

PerdaPasal/ Ayat $ Dasar Pengensan Pajak | Besar Pokok Pajok
= 255 e fr———— .
—er | wimp = =
Jumlah Polkok Paak Ry
Jumleh Pokod Pajak Harus Doy _
Terhilang
PERHATIAN;

I Harap Peryetoran Pajak yong  hars ilibayar lerselsul oh opios dilakuken molabui
Ferangkat Darrul Permumguet Pajok Deerab atau bank yang ditunjuk

<. Apabila BKPD ini vdak steu kirmeng  dilaver siclah lewal panggal jatnh tempo
pembayuran, dikenakon san ks acdrmmnsiras berupa bungn | isaiu) % jrer builam

Fuarmaulor ind bukeen sorang wnfik
melgkekun penthayoras Pojok Dagrai

Retrrangan;

Lembar | Wajibh Pajak
Laerrnbaar 2

Atambia,
kenala

|ersnmui]
i




LAMPIRAN IIT PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 52 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

A. BENTUEK DAN FORMAT
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

LOGO DAN KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH LOGO BANK REUD

INSTEUMEN / KANAL BAYAR

BURAT SETORAN PAJAK DAERAH

(SEFD)
PRI i L ro e R a s T b b b
O - -
Pajak
2. Alarmat R S e e o L S PO LR Ry P
ET BW...... B TR s e e g
3. NPWPD Bk RN A L L L S e S P Bl Bt i o s AL LA a2
4. NIk TN N W Lo EES S RE A R A S S
a.  NOPD A NPT el T e e P e L R WU Rk L
f. .denis Pajak A e B LA e s e P e B e S mase g A e
T AR RN b e s e S R N S G e R Sk L AR TR
Pajak
L OMIMOTNNY. CNITMEIE 1) cnsouimmorsoomsie e i s b S o S b e
Pajak
9. Masa Pajak T Uy S GRS SN U S S U
10, Tahun Pajak g e e o S s R R e .
Setoran (beri tanda ¥ pada salah satu kotak di bawah ini |
|| Masza :  Bulan R i Tahun;
| skpp o e e s

| BKPDKB W

LI SKPDEBT 1 NO. coucuiiniesicues iocaan ceemss s smsrssnssnsssssnsi sosss iossssss smsasesssmsesmensens .
| BTPD B RNyttt s e i B 3 e b N i b it
1 1. Besar Setoran —
Mo. | = URAIAN | BESAR SETORAN
r a | om— . — H -
= = Rp
Jumlah Setoran 1 ﬁP
Terbilarg
Diierima aleh Kanlor Penerima | Atambua, e e e e ee s,
Pembayaran: Penvetor,
Cap dan Tanda Tangan [T e s y|
| P AR e Rt R [ M m:-u_,.'C.:lpl.'E.[l_-m]ml
Mama -
Ruang Validasi Kantor Penerima Pajak h
Keterangan:
Lembar 1 Wajib Pajak
Lembar 2 Bank REUD/ Instrumen / Kanal Bayar
Lembar 3. .o rsssssenss { Lt prrlapsarsan Papek Doernh |
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B. BENTUK DAN FORMAT
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH NON ELEKTRONIK

LOGO DAN KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH

BURAT SETORAN PAJAK DAERAH

{BSPD)
BT it s s
1. Nama R o s e
Pajak
T KiEmmat 0000 b i A A b A e e e e s
RT R I O . b i e
3 WL, e e O N s T S i
4. HNIK e
o NOPD ' 0 4B B0 8 B4 e m R Bt b B
6. Jenis Pajak ; A e
7. Nama L= U S T
Fajak
S Alamat OBek © i st s e R
Pajak
& LI b
10. Tahun Pajak R I PN oo L

Masa R 4 s Tahun
BKPD S
i T e kL s i e e et
E]{mHHT ; H“ ------------------------------------------------------------
Krep e e e e s
i o R
M s URAIAN | _EEHAI?_!‘FETURAN
! 2 — IBp
—— | Ep
Jumlah Setaran R
NI o R A AR B A e i S0 3
[ Diterima olch Kantor  Penerima R o s i pai L
Pembayaran: Penyevar
Cap dan Tanda Tangan T M L PP ¥
|$ ................................ | | Nama/ Cap/ Stempel
Nama

_R‘urmg Validas: Kantor P‘r-rtrrin;Fuj.Lk

Keterangan:
Lembar 1 Wajib Pajak
LETROT . i iriciaannsnanppnnn s pasi iy { Ut pefasiannn Pajak Doerah )

Lembar 3. Arsip g
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C. BENTUK DAN FORMAT
SURAT BETORAN PAJAK DAERAH BPHTEB

SURAT SETORAN PAIAK DAERAH

& | Lembar ...
REA FERCLENIAN HAK ATAS TANAN DAK BAGUINAN UNTUK ..
L (REPTL-RTHTR) |

1

TA. L Mama Wajib Pajak

1 NPWP
3 Alamat Wajpih Pajak
4 No. KTF
& Kelurahan o BT AR T Eecamilai |
B Kahuguten Kola ] |
B L. Namar Obyek Pajak HWamia Waph Pajak Lama .
| L Letak Tamsh dan atau Baganan Nama WP sezual Sertifikasi
1. Kelurahan/ Dess 4. RT/RW
% Kecamatan ti. Kabupaten /Kota
Perhitangan NjOF - — e
| | Uraian Liges | KjOF MiE fmd Luas x NJOP PREfm2 |
| TI_ = % | 1. | Rp —
. ) A | 1o ] 12 | mp ]
| KU PHE 13 | Hp 2
| hin o Harga Tramsaks)/ NiaiPasar 14 : itp
15, jenss perabehat hak atas tanceh stai bangutiin
16 Momor Serlilikat tanak
€. Perhitungan BPHTE :
Nikad Pevolehan Objek Pajak (NEOP) memperbatikan nis pada b, 13 dan 814 1Rp
Milai Peralelan Dbjek Pajak Tidak Kena Pauk [NMETEP) Z8p
Mikad Peroleban Ohjek Pajak Kena Pajak [NPOPEP) k| amha? 3 Rp
P Peralehan atas Hak Tanab dam Bangunan vang terutang % angha 3 iRy |
Pengenaam S0% karena Waris/|Hihah wasial fpemberian hak pengelolans sow g i SMp
APHED il
I _hﬂl_‘ﬂ"ﬂhﬂ'ﬂ atay Hak Tanal dam Bangenan vang hanes dibsayar 7 :Ip
Dengan Angles . Ky o II
[Bengan Huraf) | p— y ]
[ o lumlak Sevoram Berdasarkan
i Merhitungan Wajils Pajak
Ik STPMR RPHTESKFDAKE SKPTHRET  Romos Tangpal
; Pemgurangzan menjadi Berdssarkan peraiuran KD No
....... Y T OB RS T ERAMA GLEH TEMPAT NN IVERIFIR AN
FEAT PSUTARIS KEPALA FEMBATARAN BFHTH KEM&LA H
KANTEH PERTARLHAN KA
BELL KFPALA WA - Laniggal |
LELARE (FEJRHAT n11a%G
. - |
Wama Lnglkop Mamg Lomghap, Stempel dun | Mama | chgkan, Sieiijicl wama Lenghap w Jas |
L‘-h-rlpﬂdn Lanikatangan dan tand sz an | Lanilaengan I
anditingan \ I i | i

krlrrangan: Rriap Lembae dia) A Ha
Lembar 1 untuk Wagib Pajak

lembiar 2 wntuk PPAT Notaris
Lembar 3 untiok Kepala Kantor Perianabne
Lembar 4 Kepala Unit Peiscng e Poajss

I W TRl s erdaniekan

i i g =

ILIN AGUSTINUS 4(




LAMPIRAN IV PERATURAN DUPATI BELU
NOMOR : 52 TAHUN 2024
TANGGAL - 23 DESEMBER 2024

BENTUK DAN FORMAT
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

LEKHO DN KON SURAT PEMERINTAH DAERAH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAN
ISTPD|

LT Fanpime] Free—hilogn
Mama Tahain Poagak Tangga! Jalih Tempa

Pelah dlilskakan el it § veriiks., fronerikan ¢
s et laknnnnon kew i o et pagak

Mo Wb Pajals

P

Mk

NUHTY

Alummat { ek Pajnk

IERTIARART 1=HIRR PrifcTi Ksdan THART) perm o |t

Dt Hamid penelition verilik 181y P ik sann / prmseniksaast ulung bulis permobsan

terschut di alas
rumdab yang e b harus Al wililal acbagan bk

{ Mo | URAIAN TAGIHAR == __ JUMLAH 3
“ | Pajak Jaarg herus L EY — e = ! ®p
: |.__ _ ] Tel ah |],|1_.r_|;|.!.:|_ : N e b | Hp
| & ._h:ir”'Ed'-h"l' I I; . H"]| = - =
o Ranknl Aaruniniros = 1
1] Duirgn NIET P bt i | oy =2PTH Rp
metigkian e wlsng ik, menjmd behik |
1'_1'1._"
) kg Ados PemPuvaoan @ e T e [ Hp |
| Pk yong dlnkukan seelah tnnggal el
l |F|I.1]-|'l-rPI:I1II'|H_'¢'||".Ih
1| Hemga Ales kekurangan pembayiesn gl | 1

| alibad wolit Gntdin dan fula g aalah hainng |
= e | 'I-ﬂ_1|-..l\.-': Sait Kt 1.-|I':.:_1.;.:_-___ fledey | HL_
| dumlub yang munsik hares debaya
Tevrimbng

Farrrale dnr ek wameg avdal Almemhug,
metakukin pembavaren Pojuk Deesod kepala

FERIATIAS

| Hamp pesivtoram el vany  hers
dibavir  aeschal o lun  dilmy b
iinelialic Fim ik [ i rieme
Vet rempaml germibsikafii  lamnye Yaiil
dAnanjul  Schgsn  mengiaiakan g
SEtadiiin Piguk Llarrsh RSP0

2 Apabla SPTPLY bl twlak aieu Miacy
chhargrr serelnd BPunl linamil L bt
prnliyeran akni dlakokoss  peenaginan
ikl (TR S Al s

[ i)
P

UPAT! BELU 7

AOHLIN AﬂlJH'['IhHIH/




LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 32 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

SPTPD PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

LOGO DAN KOP SURAT FEMERINTAH DAERANH

BURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH T Kepada 5
(SPTPD) TR TR e S SRRSO
PEJIT MAKANAN DAN/ATAL MINUMAN R L
di
Miasa Pajale e e b AR Y R ;
Tahun PRiak oo |
Pembetulan ke | | |
Perhatian: —
1. Horap diisi dalam rangkap 2 dan ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri nomar pada kotak [ yang tersedin untuk jawaban yang diberikan,
3. Sewolah didsl dan divanda wngani, harap diserahkon kembali ke unit pajak dan retribusi dasrab
2, Waybh Puak terdaftor, paling lombat tanggal 15 bulan beriloatnya
5. Keterlambatan penyeranhan SPTPD, dikenakan sanksi sesual kelentuan yang berlaku
6 Diespr HUKUIm oo e ————————
I Identias
e T L e e e | e B TR KRN L B Y TR R e s AR S i
b, Alamat L A b s R B A ks 0 s et i e e B s e
©. N DTl LEBIGL © oo e R A T
el Al o Eer e B B e e e e i T
RBT......... RW . ........ Kode Pos
e. MNomor Teleponffax @ ...
. NPWPD R S R T T T I F N o o e TR
B BT 3 it i e s e e G A S R B AR e e
B BEIFLE: i b b R e e e e R e e s e e L S S
IL Diixl oleh pengusahsa Penjualan Makanan danfatau minoman:
| & Kimsifileasi Usaha: | 1. Restoran 4. Cepat Saji, fast food
2. Kafe 8. Jasa Boga/calering
| 4. Ranting Kafetarsa /Warung Makanm | 8. ..o
b. | Pendapatan dari Makanan dan Minuman ____|Rp
. Pendapatan dari Service Charge 1 Bp
d. | Pendapatan Lain-lain Rp
L& | Dasar Pengenaan Pajak (DPF) Rp .
LE Terutang {10% x DEF Rp
| B | Pamak yang telah dibamar Rp
| B Pajak yang kurang atau lebih dibayar Rp
i Pajak Restoran kurang ditwyar dilunasi tanggal ... e |;|j|i-'m1'|1 ¥Vl — |
Data Pendukung: Lamp
a. Surai Sctoran Pajak Dacrah (88PD) [ Ada/Tidak Ada
| b. Rekapitulasi Print Out Komputer Ada Tidak Ada
c. Fekapitulas] Penggunasn Karcis Parkir R | Mhp,._'m_ﬂ-d-
L T T _ [ Ada/Tidak Ada

Demikian formulir ini diisi dengan scbenar-benarnyn dan apabila terdapat ketidokbenaran dalam

memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesusi peraturan daerah
yang berlalku.

) Atambag,

[hterima oleh petugas,

Tang@Eal ....errivssssrsaaa WP/ penanggung pajak f kuassa,

MIF. .....eeeerrmrenens Nama Jelas/Cap/ Stempel
Coret vang vidak perfu

Hetsmngan:

1 Linat Peloyemnn Pajak Daeral
4. Waph Pajak




. SPTPD PBJT JASA PERHOTELAN

LOGD DAN KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH

BURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Hepada
ai
Musa Pajak B
Tahun Pajak ! ...
Pembetulan ke | |
Perhatian:
. Harmp diisi dalam rangkap 2 dan ditulis dengen hurul CETAK
2. Beri nomor pada kotak L1 vang tersedia untuk jawaban vang diberiloan,
3, Hetelah diisi dan ditanda tangani, harap diserabkan kembali ke unit pajak dan retribus dasrak
4, Wajib Pajak terdaftar, paling larmbat tanggal 15 bulan berikutnya.
3, HKeterlambatan penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang beslaku
B Do PR s i
1. identine Wajib Pajak,
A Hunu Wajib Pajak
¢, Nama Objel/ uuha ................................................................................................... .
d. Alamat B e e e s L s E st B S s L
RT ......... B s Kode Poa ..........
P LI R i S e st e S E AR e e e g -
[. HNPWFD R i o L A | i e By i e st B S B i
g NIk
h. MOPFD
a. Klasifikasi Perbotelan: ; 1. anﬂm 8,  Pesmngerahan;
[ :IF_ 2. Hostel: 9, Rumah
— & Vila; penginapan f guesthouse / bungalow
4, Pondok wisata; { resort)cotiage;
3. Motwel; 10, Tempat tinggal peribadi
&, Losmen; difungsiken sebagai hotel;
P 7. Wisma Pariwisata; A1) glamping 00 =
1) h-hruu dari: 5 = Dalam Rupiah
Mﬂﬂfm Rp
b, Penjualan Makenan dan Minuman ] Rp
c. Fasilitss Hotel =
- Fitness Center/ pusat kebugaran Rp
| - Kolam Renang B | Ep =
Pub/Bar /Kl Rp
H | Rp

d._ Pelayanan Penunjang = et ot =
lnu_nﬂ‘l'ﬂmdm Ep =

r e
2) Dasar l'ﬂl'm h.!llr [DPF) __ Dalam Rupiah
Jumlah lfa+bsc+d] i ) x Rp B
| T rg,gnum. [10% x DPP} Rp
_;l_n.l telah ‘E!l:f_ o Rp i
_HI_P!E urang atau lebih bayur (3)-44] —
L_P.MMMM = {dd-mum - vy
. Data Pendukung: . _ Lamplran*

| 8. Burat Sctoran Pajak Dacrah [SSPD)  Ada/ Tidak Ada

b. Rekapitulasi Penjualan, omeel Ada, Tidak Ads

¢.Rekapitulasi Penggunaan Bon, Bill Ada [ Tidak Ada

i .'I.dn.."Til:I-nk Acla

Demikian frmulie ind diisi dengan sebenar-benarnya dan apahila terdapat ketidakbenaran dalam

memenuhi kewajiban pengistan SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesusi peraturan daerah
yang berlabo.

Diterzma alel petuga.'u Arambua,
Tanggal ... L Wprenmuung pu;nk,.fhuam
T e eins Capy Stempe /
Coret yang lklak perfu
Kreborungan:
1. Unit Pelaysnan Pajak Dacral
4. Wajl Pajak
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C.

SPTPD PBJT JASA KESENIAN DAN HIBURAN

LOGD DAN KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Kepadn o
[SPTPD| Yih. TR IR
FBJT JASA KESENIAN DAN HIBURAN

Masa Pajak fdeae
Tohun PRgak .. i

i Pembetulan ke ; |

Perhatian:

Harup diisi dalam rangkap 2 don ditulis dengan hurul CETAK

Beri nomor pada koak yvang tersedia untuk jawaban yang diberikan,

Setelah diisi dan ditanda tangani, barap diserakican kembali ke unit paiak dan retribusi dasrab
Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tan gl 15 bulan berikuinyva, -

Keterlambatan penyerahan SPTPD, dikenakan sanks: sesunl ketentuan vang berlalko
Ll L e P e S e

a-"_l:l"'lﬂ-l-l-'.-:ll-\.l'—'

Identias Wajib Pajak, ' =

Nama Wajib Pajai
Alpmal
Mama Objelfusaha

Alamaz

pap

-
—

Nomaor Telepon / fax
NPWRD B — o
KIK : ) e BRSSP A R .

]
el
="
=
=
)
e
o

:
E
:
4
g :

(& Klasifikasi Kesenian dan Hiburan; ]

1. Tontonan film aipg bentuk tontonan aodee visal lainnyn yang dipertontonkan secara langsung di
sty lokasl terentiu; '

2. Pagelaran kesenian, musik, tar, dan /atau busana:

4, HKostbes Kecantikan: 4. Kontes Binaraga; 5. Pamerun: 6. Pertunjukan sirkus, acrolal, dan sulap;
7.Pacunn lkuda dan perlombaan kendsraan bermotor: &, Permainan ketangkasan: 9. Olahraga ;
permaman dengan menggunakan lempat / ruang dan fatau peralatan dan perlengkapan unluk
olahraga dan kebugaran; 10, Rekreasi wahana air, wahana ckologi, wahana pendidikan, wahana
budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agro winata, dan kebun hinatung; 11,

Panti pijal; dan pijat refleksi; dan 123, Diskotel, karacke, kelab mielam, bar, dan mandi uapfapa
b, Dwata Pembavaran

Pembayaran dari: = = _' Dalam Rupiah
| & Persewaan Ruangan/Kamar _ . | Fp =
| b, Penjualan Makanan dan Minumean |Bp
c. Cover Charge/Minimum Charge — —tER
_d. Penjuglan Karels Rp
|_ e. Penjualan Fasilitas lainnya [dalam satu bill/bon) | Rp
__I.__Penjualan Score/Bon | Rp 1
B e SLEiI b arrs — __ Ep S
d. Pelaysnan Penuniang: =
Il Data Pendukung: e _ Lampiran®}
a, Sural Setoran Pajak Daerah [SSP1) Aca fThdak Adis |
b Rekapitulas) Penjusian ] omzet a Adiaj Tidak Ada I
& Rekupitulasi Penggunaan Bon, Bill 1 Adla/ Tidnk Ada '
" A R A Ada Tidak Ada

Demikian formulir ini chisi dengan sebenar-benarnya dan spabila terdapat ketidakbenaran dalam
memenuhi Ilt'n'lgll:lun pengisian SPTPD ini, saya bersedia dilkemakan sanksi sesuni peraturan daernh
vang berbaku.

iMterima aleh petugas, ALAEBUE, <ovraiieiinansniin:
Tanggal .....coovviiannns WP/ penanggung pajak/ kunsa,
;| M R e Nama Jelas f Cap/ Stempel
Coret yung tidok periu
Ko e i
1. Uni Peloymnan Pagak Dheerad
1. Wajils Pagak
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d. SPTPD Pajak MBLB

LOHGD DAN KOFP SURAT PEMERINTAH DAERAH

'SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAM [SPTPD) - Kepada o
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN [MBLE) | Yih ... i itin

bdana Pajak e e ey di

TRDVED PRI . oo et s s

Pembetulan ke ;| | ...........................
Perhatian: ' e

1. Harap diisi dalam rangkap 2 dan ditubis dengan hurdl CETAK

4. Beri nomor pads kotak yvang tersedia untuk javaban yvang diberikan.

3. Sewelah diisi dan ditanda tangand, harap diserahkan dembali ke unit pajak dan retribusi daeraly
4. Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

5. Heterlambatan ponverahen SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentoan yang berlaky

1. Identias Wajib Pajak,

a.  Nama Wajib Pajak o i T e P B Y P P e
b. Alamat B 0 M Db A b b T e e e e e B Pl
c. HNama ﬁhjrk.fumhu i e S K R M B B R R P F i TERR I
e BREREE, = T e e e e
e "-nm':-thI.cp-:ln,iEu ...................................................... e b L LR M e
f. MNPWPFD :
B MK
b, NOPD
i1, Diisd aleh Wajib hr,h.‘l: 1. Lokasi I-":ng.wlnlun. ....................................................
. e e b Al 4
[ r Upsen Pajak | Total Pajak
Milai Pajak MBLE = | MBLE dan
No. Uradan Valume Plijuike . MELB (25% x Pajak | Opsen Pajak
Terutang MBLE MHELHE
| — = Terutang)
1 2 a 4 5-3x4 |6 | 7=5+6
(1, | i Rp
XY e B Rp I i
L Total Rp |
atas keterlambatan penyvampuan SPTPD Kp | =3
|I|I.|.u|__h_l_t:_[_r.".rlu.1'r|.'|:|ul:=n pembayaran= 1% per biilan | Rp |
Total yang harus dibayar SN S |-
| Dengan hural: ....... g v s e matints st 1 e o
N Pt - . 7o e
| Rekapitulasi transaksi pengambilan {manual | akses elekironik) ] Ada/Tidak Ada |

Demvibian formulic ind diisi d-rngm sebener-benarmyas dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam

memenih kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan senksi sesuai peraturan daerah
vang berlaku.

Dhieruma aleh prl:um Atambua, ...... R,
Tanggal .. WP/ penanggung p.u.guk.-:runm.
B, s

NF|.r'|'|E| Jelns fCap /| Stempel
Coret vang tidak periu

Ketarungan:
1. Uit Peloyannn Pajiuk Daersh




¢. SPTPD PRIT ATAS TENAGA LISTRIk

LOWKD DAN KEOP SURAT FEMERINTAH DAERAH

EURAT PEMBERITAHUAR PAJAK DAERAL B S Fepada |
BFTPD) ¥1h ; R —
FRJT ATAS TENAGA LISTRIK

Mana Pajak ; |
Tahun Pagak i
Pegilicrilan ke _']

Harap doisi dalam rangkap 2 dan ditlas |].|.-r|u.ul| haurul CETAE
Ben fedor pada Kutak { - Wl lermeddin otk paben vamg diberikine

G il B =

Hebelah disss dan ditanca tangnni. harap mner.:hlmn leemiali boe wmit pajsk dan reiribss dneeah
Wajihh Pryok terdafiar, paling lnmbal tinggal 15 balen hendoicmym
Keterlambutun pererabion SFTPD. dikenakean sanksi sesual ketemtuan vang el
el h..: - . . satrmiaisaia et ass
i Mama 'Wodib Pajok e
b, Alwemad i
ir. Namas Ofjek fusalea
il Alamat 14
i Momas Tr'lﬂb:lll.'!lp +
I NPWPRD
[T | |
n MmNy LA s s waisoel il
. Didsi oleh Wajll Pl.;ll-'l- 1. Bumber Tenmg tenags bstriin LY NOIE FLN T
‘2. Cwdditgan Taml Induostr f Disnes f Rumsaly b fFosaal .
Unspr Pengenaain. Milai :F_l.&'}lr.up Larink
lumlak [ Vol posak | semban
Wi [ Ll radteim pPeimiliaywini AT Pajak Terutang
1. | ynmy clirenma Ealrik
1 ] 3 4 5= Jnsl
1. Jumilnh Pe mbmyaran Tenags Lisich Frabuyar Rl_'- "y
2. | Juminh Pembayaren Teriage Linlrik Pascw huyar Hp = Rp o
Tentad
L itus I_E_rl_l,_1_'_|:.!.r|llull||r| prl\j'.lmt'ulw:i.wr'ﬁ B | ﬁ
ki b o] pei=k = 1% pew builai = L
T-IIJl_mh-.'ln.Ll iy l Hp
mignni banat 5 i e TR T
III. Dats Penduksag: 3 T lamplmaq
S Setoran Prjuk mernk (S257) '|I1-..I_|'ITI|:|=n. Ay
b Hekuapiulim Il'nl'l'h.ﬂl.l_l Pengualan Temngs Listak imannal [ m-i—i.u l Ad:*;;'ﬁdm'

Diermikaan formuler i g dengan selcier marya dan npabile terdapan kevidskeberaran dalan

Iﬂ.‘ll'ﬁ".'ll-llhl hl’ﬂ-‘ﬂl:ﬂll P SFTPD inL, By bersnduy dioruiban sinkss me HIEAL EFLINFan Tl
| P dar

Ihlefme alaly P,

; Wlaifalpum,
Tongs — W pemnygrang nul.nh.lh.m-ﬂ
MNP
ami el U npd Sleimemd
Eirer yinlig tadnk perig B Sl

Rt Tt g

I Uit Peluyamam Majss Tneuh

£ Wailh Prgak




LAMPIRAN V1 PERATURAN BUPATI BELU
MOMOR (52 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 DESEMBDER 2024

BENTL K DAN FORMAT
SURAT PEEINTAH PEMERIRSAAN

AR S DAN KTTP SURAT PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERINTAH PEMERIKBAAN
I8PZ)

M

Eepaifa saudars yang Namanyn teraenut di bawah in

Mix H.'llﬂlal'ﬂli' = = Pranghcnt ¢ i . Jdnbatan
I

LT i o Nt

Maperaiahks aniue Meakuka® pemenonann di eclmng perpagakei senies demigan cebeniuan Pasal
. Dmm Pasal....... Persturen Bupati Belu Nomer. . Tahun 2004 Tentsng Pelaktanain Perslursn
Darrah Nomor 1 Tehan 3024 tentang Pajak Duerah dan Retribusl Deemhb terbodapn Obiek Pajak

L LhIL]

Alimial Objek Pajnk
Nain sealyed [ Wagila PMajos
NI

Nk

Alsmiil

Tujsun Pesmierkninn

&b
[Prjwhnl yang brrwenang
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LAMPIRAN Vil PERATURAN BUPFATI BELU
NOMOR @ 52 TAHUN 2024
TANGGAL @ 23 DESEMBER 2024

BENTUR DAN FORMAT
BERITA ACARA HASIL PEMERIESAAN

LOGO DAN kOP SURAT PEMERINTAH DAERAH

BERITA ACARA HASIL PERTEMUAN

L T

Pada MBar ini 1anggal iy, Ll berfemgwd di.., Berdassebies Surat Perimiab
Prgtirrikausan Mo tanppal APy
| T | M, NIP = | r'E"‘-_'u_"n __ Failmilamn
P -
| Daa | =
Tedal: melakukan prromusan dengan

NHFTin

Peber aun

Adirrii

Eliilsms biid a0 Dertiondphk meinky

Sulnek Pagak /Wanh Paak, wiai
D“'M E] Koo 2an Subpes "ocak ) W Pagak

iy A Fhyrk Pojak

Wil P

Alamal DHagek Pajuk

Yoama Sulyek S Wil Pajas i
MWD

R1EY

Alanal

Lk
Mexjelaskan alisa dan tapun dilakikean poaerdosan

1. Menpelaskan hok dan heangilaan subyek e i

i i [ gl TP

Hal mulbrerk pugedc nvwn wejib ok eiganshan permohanas wnsak diloko ki o bikhamsn dengan

Tien Qruadity Assurance Pomenikasan sdalam hal terdapal hosil pemeriksaes wang helum dhwepuakati

iiflare  paTATLEEE  desyrom s bl ek i wEEly pejak pady =nat pepabahosan ke Feml

PEIMETIR REAT CaTi

4. Kewajlban durd subfel pogsk atap sl jrak ik meemenubn permintman sl
ahim | @ltdu JSaksimen yong eyl o asar perthiilan dan penice
dipmjum dorl Subjek Payuk svss Wanks Bayjnk

Diemibdan Bersa Avars bas| pertemuim im okl e

wagih pagak selama dan senclib Pelaksansan

ELIE TP
Ve, dan dekumen lamnya, yang

TiEAn s=he il nya dan ditirmibs Eargoe olek

Wrngriah

Elfuinain) i ]
RN TS T
I | ™ ik b nhatan) i i
Nir YiF '
LB T Fhalunisg) (ned i
3] o

F.




LAMPIRAN VIl PERATURAN BUPATI BELU
MOMOR : 52 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN PAJAK

SURAT PERNYAATAN
PENOGILAKAN PEMERIKSAAN

Yang bt hnado langan & bawab kn
Py
Porlaeri i

Alnimpk

fl.ll.[j- Il wrw bertiralak scliaku
Hiheek Pajak ! Waib Pajuk, aia
D'-'l--lk_. D Budmia Cart Fubpe Pujak Wi Pajuk

Nt Chlwpeis Py

NOP

Alamal Dbl Pagnk
Pl Haibnek Wl
Padiik

NFWTFTD

ik

Alanual

Buhnubngen dengan hiossd pemeribksdass

[ Mo | Namuj NI e Pamgioal /Qul. Lmbatam
That, |
Bepdasarkan Suran Perinzih Pemeriksann Somor T a1 drngity ifi trenndak peme P ESdon
dengan uhewan
Cemilian Sursl Permyatan Penolabios Peseribssan i diboot dag ditanida tumgari dengnn seerh
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LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 52 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

A. BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA TIDAK DIPENUHINYA PERMINTAAN PEMINJAMAN
DOKUMEN

LOGO DAN KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH

BERITA ACARA
TIDAK DIFENUHINYA PERMINTAAN PEMINJAMAN DOKUMEN

I o e st i s oL AR A b
Pada har imi ... tenggal. ....bulen... tahun.. ... Berdasarken Surat Perintah Pemerikssan Nomor |,
ianggil.... . maka kami yung teracbut di bawnh ini selaku tim pemeriksa vang ditugaskan uniuk

melakukan prmerikssan terhadap obick pajak

NOPD

Alamat Objek Pajak

Marna Subjek /Wajib Pajak
HPWPD

Nk

Alamai Subjek Pajak  atauw

NI 000000 ) smsens L e e

Dengan ind menyatakan bahwa selurubfsebagian® bulo, cataan, danfmiau dekumen sehagimana
dimalisud dalam sural perminiaan peminjaman buku, catatan, dan dobumen noamor

tanggal ..., Tidak dipenuhi peminjamanonya oleh Subjek Pajak atau Wajih Pajak kepada TII'-!'i
pemeriksa

Demikian Berita Acara tidak dipenuhinya peminjaman dokumen ind dibo dengan sebenarnya wlas
kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangeni oleh tim Prmeriksa
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B. BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA PEMENUHAN SELURUH PEMIMJAMAN DOKUMEN

LOGO DAN ROP SURAT PEMERINTAH DAERAH

BERITA ACARA
PEMENUHAN PEMINJAMAN SELURUN DOKUMEN

Paamici
Pt Paf bnd Lenggni . bulan, Ll Berdasarkar Surat Perintad Pomenksaan Bomar
Lafigial . kA ke vanig efsebul o Bawak ini selaku tim pemenikaa vang ditugaskon
ik melakubas pemen terhadap objel paaak
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dipemihn pemmjamananys oleh Subjck Pajak atau Wb Pagake Kupads Tim pomseribksa.
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LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR + 52 TAHUN 2024
TANGOGAL : 23 DESEMBER 2024

BENTUK DAN FORMAT TANDA SECEL

TANDA SEGEL

Bentuk ! Persegl Panjany dengan orientasi memanjang

flardscape)

L Kuiran : Moem X 10 cm

Warna kertos i Putih

Warna CGarns :  Merah

Tepi i Tulisan “IMSECGEL" berwarno merab  dan
Warna Tulisan : tulisan ninnya berwarma Hitam Tebal.

Jenis Huruf Arial Biack

Ukuran Huruf DMisesuaikon dengan proporaionalitasnyva

dengan lavout gambar
Logo Dacrah Warna transparan hitam putih {greyscalel,
Formal Tata Letak (fayoun:

PEMERINTAH KABUPATEN BELU
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LAMPIRAN X1 PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 52 TAHUN 2024
TANGGAL @ 23 DESEMBER 2024
BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

LOGO DAK ROP SURAT PEMERINTAH DAERAH

BERITA ACARA PENYEGELAN

S
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LAMPIRAN X1l PERATURAN BUPATI HELL
KOMOR  : 52 TAHUN 2024
TANGGAL ;23 DESEMBER 2024

BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA TANDA SEGEL RUSAK ATAL HILANG

LOGO DAN KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH

BERITA ACARA TANDA SEGEL RUSAK ATAL HILANG

Namne
Paste huary i udpigieal LT istitin Baricempat di PR
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1
[t i-
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LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI BELU
KOMOR 32 TAHUN 2024
TANGOAL : 23 DESEMBER 2024

BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA PEMBUKAANK TANDA SEGEL

LOGO DAN KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH

BERITA ACARA PEMBURKAAN TANDA SEGEL

SiEir
Pandiy haar ani Lunggal b L 1 abjidi Bt reemgias el mdiii
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LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 52 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

BENTUK DAN FORMAT
SURAT KETETAFAN PAJAK [MAERAH KURANG HAYAR

LOGO DAN KOP SURAT FEMERINTAH DAERAM

BURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Pisticnt
mama Waib Pajuk
Y Aloman
1 LIRS KT hl Kouilis e
4. KIK
S ROIPD
L} femis Pajok
i Nama Ofyek Pajuk
B Alamesl Uk
W Majak
1 Miany Mipak
E1l Tahun Pajok
iy Tempa
P Bunicnran
PERHITUNCAN I Ak
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| Majak L o
11 T, 1 &
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LAMPIRAN XV PERATURAN BLUPAT] HELL
MOMOR : 52 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 DESEMBER 24

BENTUR DAN FORMAT
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

LOGO DAN KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH

BURAT KETETAPAN PAJAK DAERAM KURANG BAYAR TAMBAHAN

|SKPDHBT)
SimiA
Wama Wajrh Pgak
2, Aaamar
1, KNPy KT R Knile P
4 Nlk
&5 NUPD
B, beiin Pajak
T Wama Cbjek Pajak
B Alamas { Thepe
Q9. Pajak
0 Murva Pajud
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Batish Tromgsi
e lavaran
PERHITUNGAN PLIAK
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LAMPIRAN XV] PERATURAN BUPATI BELU
MOMOR 52 TAHUN 2024
TARGGAL : 23 DESEMBER 2024

BENTUE DAN FORMAT
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH HAY AR

LOGO DAN ROP SURAT PEMERINTAH DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LERIH BAYAR
|SKPDLE)

Mama Wa b Pajals
Al
NFW PT W KW Kisdi Pere
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-] RCTFTE

f Iritis Pajax

7. Mamn Objek Pk

W, Alams ek
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LAMFIRAN XVII FERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 52 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

BENTUK DAN FORMAT
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

LOGO DAN ROP SURAT PEMERINTAH DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Mamor : ..

Nama Wajib Pajak
Alarmat

NPWPL

NIk

NOPD

lemis Pagalc

MNarma I:Jl'll_'l"!-'; F-Il_ll.lk
Alamad (Majeke
Pajnk

0. Masa Pajak

I1. Tahun Pajak

Imtuh Tempo
Pembayvaran

O R

L
—

PERHITUNGAN PAJAK

Perda/Pusal/Ayst | Tarlf | Dasar Pengonaan Pajuk | Besar Pokok Pajak
|_ | o 3_ - 4
= b e AT i __|Rp
i_ Jumlah Pokok Pajak - Ep
- _dumlah Kredil/ Pajak telaby Dibayar | Rp
- Jumlsh kelebihan membayar pokok pajak [b-al i NTHIL

FERHATIAN:

Apabila kelebihan pembayaran pokok pajuk tidak dikembalikan kepada walb pajak melewat
tanggal, maks Wajib Pajak berhak atas bunga schesar 1% per bulan.
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- 1 T b e Rt e
Formulir ind buken sarana untuk
mefokukan pembawiran Pajak Doerah [Mmrmea)
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LAMPIRAN XVIIl PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 32 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 DESEMBER 2024
BENTUK DAN FORMAT
SURAT PANGGILAN MELAKUKAN PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI
ATAS KEBERATAN PAJAE

LOGO DAN KUP SURAT PEMERINTAH DAERAH

Adannnn b,
PNrr
Hifat g
L
Hlal Panggilan untuk medukukan pembubasan dan Klngilikisi
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LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 52 TAHUN 2024
TANGOAL : 23 DESEMBER 2024

BENTUR DAN FORMAT
SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN BUKU, CATATAN DAN DOKUMEN ATAL
SURAT KETERANGAN

LOGO DAN KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH

AL,
By
silar Svwora
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Had Permintasn Permmjamen Buko, Caistan den Dokusmsen

Yang terburenm
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LAMPIEAN XX PERATURAN BUPATI BELL
NOMOR ¢ B2 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

BENTUR DAN FORMAT
BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN KLARIFIKAS] SENGKETA PERPAJAKAN

LOGO DAN KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH

BERITA ACARA PEMBAHAZAN DAN KLARIFIKAS] SENUKETA PERPAIAKAN

Rumnnr
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LAMPIRAN XX] PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR 52 TAHUN 2024
TANGOAL ;23 DESEMBER 2024

BENTUR DAN FORMAT
SURAT PANGOGILAN MEMBERIKAN KETERANGAN / MENDAPAT
FENJELASAN
ATAS KEBERATAN PAJAK

LOGO DAN KO SURAT PEMERINTAH DAERAH

Nimtior .
taliil B
Lampuaran
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LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 52 TAHUN 224
TANGGAL 23 DESEMBER 2024

BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN/ PENJELASAN

LOMGCY DAN KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH
RERTTA ACARA PEMAERIAN KETERANGAN/ PENJELASAN
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LAMPIRAN XXII1 PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 52 TAHUN 2024
TANGGAL 1 33 DESEMBER 2024

BENTUK DAN FORMAT
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LAMPIRAN XXTV PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 52 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

BENTUK DAN FORMAT
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LAMPIRAN XXV FERATURAN BUPATI BELU
NOMOR » 52 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

BENTUK DAN FORMAT
FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT
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LAMPIRAN XXVT PERATURAN BUPATI BRELLU
ROMOR : 52 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI
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LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI HELLU
NOMOR 52 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

HENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN RET KIBUSI
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LAMPRAN XXVIIl PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 52 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

BENTUK DAN FORMAT
BURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN
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LAMPIRAN XXIXPERATURAN BUPATI BELU
KOMOR : 52 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 DESEMBER 2024
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LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 92 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

A. BENTUK DAN FORMAT
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B. BENTUK DAN FORMAT
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ELEKTRONIK
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LAMPIRAN XXXI PERATURAN BUPAT! BELU
ROMOR + 52 TAHUN 2024
TANGGAL | 23 DESEMBER 2024

HENTUK DAN FORMAT
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